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EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 23 TAHUN 2014 
TERHADAP PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI 
KOTA PALANGKA RAYA 
ABSTRAK 
Peredaran minuman keras merupakan polemik yang masih menjadi 
perdebatan hingga saat ini. Secara tekstual, dalam Q.S. Al-Maidah [5] : 90 diatur 
bahwa keberadaan minuman memabukkan yang salah satunya minuman keras 
adalah haram. Secara eksplisit, minuman keras dapat menyebabkan persoalan 
serius bagi kesehatan penggunanya. Namun, tidak ada yang menampik menjual 
dan mengonsumsi minuman keras seolah membudaya dan biasa di kalangan 
masyarakat tertentu. Agar tidak menimbulkan persoalan dan kerugian yang 
disebabkan ketidakpastian terhadap pengaturan minuman keras dan meminimalisir 
berbagai kekhawatiran akan keberadaan minuman tersebut di kota Palangka Raya. 
Maka, pemerintah kota dan instansi terkait membentuk Peraturan Daerah Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Ijin Retribusi Penjualan Minuman keras di kota Palangka 
Raya yang include didalamnya pengaturan peredaran dan pengendalian minuman 
keras.  
Penelitian ini mengkaji efektivitas Peraturan Daerah No. 23 tahun 2014 
terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya. serta 
faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah No. 23 tahun 
2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya?. 
Penelitian  ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris,  dengan 
pendekatan   deskriptif dan perundang-undangan (statute approach). Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi  data 
kualitatif deduktif.  Adapun pengolahan data menggunakan model analisa 
interaktif yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Data yang  terkumpul di analisis dengan metode   content analysis. 
Hasil penelitian ini adalah:  Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 belum 
efektif dalam melakukan pengaturan terhadap upaya pengendalian peredaran 
minuman keras di kota Palangka Raya. Hal itu didasari faktor penghambat 
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 : substansi hukum atau 
materi  muatan Perda yang bermasalah, penegakkan Perda yang belum maksimal 
dan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat yang masih lemah. 
Sementara itu sedikit sekali faktor pendukung pelaksanaan Perda ini seperti masih 
ada itikad baik dari aparat penegak hukum untuk tetap berjuang menegakkan 
Perda meski dengan berbagai keterbatasan fasilitas yang ada.  
 
Kata kunci : Efektivitas, pengendalian peredaran Miras, faktor pendukung, faktor 
penghambat.
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EFFECTIVENESS OF REGIONAL REGULATION (PERDA) NO. 23 
TAHUN 2014 TOWARDS CONTROL OF ALCOHOL CIRCULATION IN 
PALANGKA RAYA 
ABSTRACT 
Circulation liquor is a polemic that is still being debated today. Textually, 
in QS Al-Maidah [5]: 90 it is regulated that the presence of intoxicating drinks 
which one of them is liquor is haram. Explicitly, liquor can cause serious 
problems for the health of its users. However, no one refuses to sell and 
consume liquor as if entrenched and ordinary in certain communities. In order 
not to cause problems and losses caused by uncertainty in regulating liquor and 
minimizing various concerns about the existence of the beverage in the city of 
Palangka Raya. Thus, the municipal government and related agencies to form 
the Regional Regulation No. 23 of 2014 on Liquor Sales License Fees in the 
city of Palangkaraya that include distribution and control arrangements therein 
liquor. 
This study examines the effectiveness of Regional Regulation No. 23 of 
2014 concerning the control of liquor distribution in the city of Palangka Raya. 
as well as supporting and inhibiting factors for the implementation of Regional 
Regulation No. 23 of 2014 regarding the control of liquor distribution in the 
city of Palangka Raya? This study uses empirical normative legal research, 
with a descriptive approach and legislation (statute approach). Data collection 
methods use interviews, observation, and documentation of deductive 
qualitative data. The data processing uses interactive analysis models namely 
data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. The 
data collected is analyzed by themethod  content analysis. 
The results of this study are: Regional Regulation Number 23 of 2014 has 
not been effective in regulating efforts to control the circulation of liquor in the 
city of Palangka Raya. This is based on the inhibiting factors of the 
implementation of Regional Regulation Number 23 of 2014: legal substance or 
material content of the problematic Regional Regulation, enforcement of laws 
that have not been maximized and the legal culture and legal awareness of 
communities that are still weak. Meanwhile, there are very few supporting 
factors for the implementation of this regulation, as there are good intentions 
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from law enforcement officials to continue to struggle to enforce the law 
despite the limitations of existing facilities. 
 
Keywords: Effectiveness, control of alcohol circulation, supporting factors, 
inhibiting factors. 
 
 viii 
KATA PENGANTAR 
 ِمْيِحَّرلا ِنْحَّْرلا ِللها ِمْسِب 
Alḥamdulillāh. Segenap untaian rasa syukur tak pernah terhenti 
mengalun tertuju kepada Allah SWT. Dia-lah pemilik kerajaan di bumi dan 
di langit,  senantiasa mencurahkan kasih sayang dan maghfirah-Nya kepada 
setiap makhluk di muka bumi ini tidak terkecuali manusia.  Kasih sayang-
Nya menjadikan manusia berdaya upaya, berpikir dan berkarya, salah 
satunya dituangkan ke dalam bentuk intelektualitas nyata yakni karya tulis 
ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Karya 
inilah diharapkan menjadi sebuah manifestasi tak terhingga menebarkan 
betapa harumnya suatu ilmu yang didapat.   
Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa 
syukur penulis kepada Allah swt. Karna syukur adalah taṣarrafu an-ni„ām fī 
riḍol mun„īm, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang 
dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Tak lupa shalawat dan salam semoga 
tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., rahmatal lil 
„ālamīn, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju 
zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni ad-dīnul 
islām. 
Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak 
yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis 
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ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan 
ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang 
langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam 
penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya adalah: 
1. Yth. Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala 
sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. 
Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan 
dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang. 
2. Yth. H. Syaikhu, S.H.I, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN 
Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan 
yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. 
Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para 
pecinta ilmu kesyariahan. 
3. Yth. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku pembimbing akademik yang 
telah memberikan pengajaran dan pembelajaran yang berharga yang Insh 
Allah akan penulis amalkan selalu.  
4. Yth. Dr. Drs. Sabian Ustman, S.H., M.Si dan Ali Murtodho, S.Ag., M.H.,  
selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar mengarahkan dan 
membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat 
bimbingan dilakukan. Penulis berdoa semoga Allah SWT., mencatatnya 
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sebagai amal jarīyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala 
kepada beliau. Āmīn 
5. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah 
membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada 
penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir. 
6. Yth. Seluruh Staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja 
demi kelancaran penulis selama berkuliah. 
7. Sahabat-sahabat HKI angkatan 2014 yang selalu menemani dalam suka dan 
duka, serta teman-teman mahasiswa lainnya.  
Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan 
pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat 
sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal 
kebaikan. Āmīn yā Mujīb as-Sā‟ilīn. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, 
disebabkan keterbatasan penulis dalam banyak hal. Dengan segala kerendahan 
hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian 
ini yang memerlukan pengembangan seiring semakin kompleksitasnya zaman 
yang terus berkembang. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian 
ini, kepada Allah swt penulis berserah diri semoga apa yang ditulis dalam 
skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para 
pembaca. Āmīn 
Palangka Raya,  Agustus 2018  
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MOTTO 
 
۞   ي  ٓ ا هُّ ي أٱ  نيِذَّل وُن ما ء  ٓ ا َّنَِّإ ْاٱل ۡم خ ۡ ُر   وٱل ۡي م ۡ ُرِس   وٱل ۡ ُبا صن أ 
  وٱل ۡز أ ۡ ُ  ل ِجر  ٓس 
 
ٞ نِّم  ٓ  ِل م ع ٱيَّشل ۡ ِن  ط   فٱج ۡ ُهوُبِن ت مُكَّل ع ل  ٓ فُت  ٓ  نوُِلِ 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan 
panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”
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untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimaksih banyak atas bantuan, dorongan dan 
motivasinya. 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 
Indonesia dan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
 Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ت ta‟ T Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh ka dan ha 
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د dal D De 
ذ zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ya 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ʻ koma terbalik 
غ gain G Ge 
ؼ fa‟ F Ef 
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ؽ qaf Q Qi 
ؾ kaf K Ka 
ؿ lam L El 
ـ mim M Em 
ف nun N En 
ك wawu W We 
ق ha‟ H Ha 
ء hamzah ` Apostrof 
م ya‟ Y Ya 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
نيدقعتم Ditulis muta‟aqqidain 
ةدع Ditulis „iddah 
 
 xviii 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبى Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
ءايلكلأا ةمرك Ditulis karāmah al-auliyā 
 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah 
ditulis t. 
رطفلاةاكز Ditulis zakātul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
  َ  Fathah ditulis A 
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  َ  Kasrah ditulis I 
  َ Dammah ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis Ā 
ةيلىاج Ditulis jāhiliyyah  
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 
ىعسي Ditulis yas‟ā 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 
ميرك Ditulis Karīm 
Dammah + wawu 
mati 
Ditulis 
Ū 
ضكرف Ditulis Furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
 xx 
 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 
مكنيب Ditulis Bainakum 
Fathah + wawu 
mati 
Ditulis 
Au 
ؿوق Ditulis Qaulum 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
Apostrof 
متنأأ Ditulis a‟antum 
تدعأ Ditulis u‟iddat 
متركش نئل Ditulis la‟in syakartum 
H. Kata Sandang Alif+Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
فآرقلا Ditulis al-Qur‟ān 
سايقلا Ditulis al-Qiyās 
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
ءامسلا Ditulis as-Sama>‟ 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut Penelitiannya. 
ضكرفلا مكذ Ditulis żawī al-furūḍ 
ةنسلا لىأ Ditulis ahl as-Sunnah 
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BAB I 
 PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang  
Di beberapa daerah di Indonesia minuman keras merupakan tradisi 
lama yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat.1 Minuman keras 
selama ini telah menjadi penyebab berbagai tindak kejahatan di negeri ini. 
Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri mengonsumsi minuman keras 
dilarang dalam berbagai sudut pandang yakni dari sisi norma agama, sosial, 
susila bahkan hukum. Namun, jika minuman beralkohol di larang secara 
mutlak masih banyak pertentangan seperti anggapan bahwa telah terjadi 
diskriminasi terhadap wisatawan asing yang berkunjung dan terhadap adat 
istiadat yang berlaku.
2
 
Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 tentang 
pengendalian dan pengawasan minuman keras mutlak diperlukan untuk 
mengatur pengendalian dan  pengawasan terhadap pengadaan, peredaran 
dan penjualan minuman keras. Meskipun telah menjadi payung hukum, 
Perpres ini belum efektif dalam pelaksanaannya.  Selama 20 tahun terakhir 
telah terjadi penyeludupan Miras (Minuman Keras) secara ilegal masuk ke 
Indonesia melalui Singapura dan Malaysia.  Hal ini mengindikasikan bahwa 
                                                         
1
Miftahul Jannah dkk, Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Keras 
Beralkohol (TUAK) di Kabupaten Toraja Utara, PKIP Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin, Makassar, PDF, h. 1. 
2
Dadangsah Dapuntra, Ooh....Ternyata Begini Maksud Zulkifli Hasan Tentang RUU 
Minuman Alkohol, www.Aktual.com di unduh pada 1 April 2018 pukul 12.00 WIB. 
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penegakkan hukum di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan.
3
 
Faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah buruknya substansi 
hukum positif yang belum berpihak kepada keadilan, rendahnya mentalitas 
aparat penegak hukum serta budaya hukum yang  lemah.4 
Lawrence M Friedman dalam bukunya The Legal System (A Social Science 
Perspective) menjelaskan beberapa komponen pembentuk hukum: 
“Whatever character one assigns to the legal system, it will have a 
feature legal common to every system or process. First, there will 
be inputs, raw materials which enter at one end of the system..... A 
court for examp le..... Structure, to be sure, is one a basic and 
obvious element of the legal system. Second, Subtances (The rule) 
is another. When an observer tries to describe about the legal 
system in across section, so to speak, he is likely to speaks of these 
two elements. We describe the structure of the judicial  system 
when we talk about the number of the judges, the jurisdiction of 
courts, how higher court stacked on top on of lower court and what 
persons are attached to various court, and what their rules consist 
of. The subtance is composed of  subtantive rules and rules about 
how the institution should be have. A legal system is the union of 
                                                         
3
 Maria Farida dkk,  Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan, 
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008, h.4 
4
 Pernyataan ini merupakan wujud ketidakpercayaan masyarakat kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislasi tertinggi. Sementara itu,  
ketidakpercayaan pada parlemen ini tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi merupakan gejala 
global yang besar. Hal ini diakui oleh John Neisbitt yang menyatakan bahwa “politikus dan 
aktivitas politik di seluruh dunia sedang diperiksa dengan teliti, dan di mana kepekaan 
untuk standar kesusilaan dan tingkah laku etis masih kurang, disisi lain publik pun 
menuntut pemberian hukuman yang setimpal”. Lebih jauh tentang ini, lihat John Naisbitt, 
Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil, 
terjemahan Budijanto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), h.160. Sedangkan Hartojo 
Wignjowijoto menyoroti korupsi di Indonesia dengan menyebutnya sebagai “industri 
korupsi” yang berfungsi sebagai instrumen politik para elit politik untuk bukan saja 
mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Lebih jauh 
tentang ini lihat musni umar (ed), Korupsi: Musuh Bersama, (Jakarta: Lembaga Pencegah 
Korupsi, 2004), h.10. Lihat juga Maria Farida dkk, Laporan Kompendium Bidang Hukum 
Perundang-Undangan, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum 
Nasional, 2008, h.1.  
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“the primary rules” and “the secondary rules”. Primary rules are 
norms of behavior and the secondary rules are norms about those 
norms, how to decide whether they are valid and how to enforce 
them, etc. litigant behave on the basis of subtance, it creats 
expetations to wich they react.  
Third, whats gives life and reality to the legal system is the 
outside, social world. Social forces are constantly at work on the 
law, destroying here, renewing there, invigorating here, deadening 
there, choosing what of part of “law” will operate, which parts will 
not...... For want of better term, we can call some of these force the 
legal culture. The legal cultures refers, then, to those part of 
general culture-customs, opinions, ways of doing and thinkin- that 
bend social forces toward or away from the law and in particular 
ways.”5 
 
       Kutipan di atas menerangkan unsur-unsur pembentuk sistem hukum 
terdiri atas pertama, struktur (legal structure) merupakan kelembagaan yang 
ditetapkan oleh sistem hukum seperti pengadilan dan semua aparatur 
hukumnya, unsur ini mempunyai pelayanan dibidang hukum. Kedua, subtansi 
hukum (legal subtance) terbagi menjadi dua macam pertama, primary rule 
atau aturan yang berlaku pada masyarakat secara umum dan secondary rule 
atau  aturan yang berlaku pada penegak hukum. Ketiga, budaya hukum (legal 
culture) yakni jalan berpikir, kebiasaan dan perilaku yang membudaya dalam 
sebuah masyarakat hukum.6  Pada tataran implementasi hukum dikatakan 
                                                         
5
 Lawrence M. Friedman, The Legal System: In Social Science Perspective, New 
York: Russel Sage Foundation, 1975, h. 11-16. 
6
 Subtansi hukum adalah megenai norma, peraturan maupun undnag-undang. 
Budaya hukum adalah yang merangkum kepada prilaku , pandangan dan kebiasaan yang 
meliputi masyarakat. tanpa budaya hukum, sistem hukum dan subtansi hukum hukum 
bagaikan ikan mati yang terkapar dikeranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang 
dilautan (without legal culture, the legal system insert, a dead fish lying in a basket, not a 
living fish swimming in its sea) 
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efektif jika memiliki tiga faktor, sebagaimana yang dikatakan Lawrence M. 
Friedman: 
“First, sanction, threats and promise. Second, there is influence, 
positive and negatif of the social world: the peer group. Third, there 
are internal values conscience and related attitudes, sense of what is 
and is not legitimate and what is or is not whorthy to be obeyed.”7 
Uraian di atas bermakna bahwa hukum dikatakan efektif jika terdapat : 
Pertama, sanksi berupa ancaman. Kedua, adanya pengaruh positif dan 
negatif dari dunia sosial. Ketiga, adanya kesadaran nurani yang 
direfleksikan dalam  perilaku tentang sesuatu yang diperbolehkan dan 
sesuatu yang dilarang. Efektivitas hukum memegang peranan penting dalam 
pelaksanaan rangkaian kekuasaan bidang politik, ekonomi dan sosial dalam 
berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial 
masyarakat. Oleh karena itu, hukum diatur sedemikian rupa agar mampu 
memenuhi kebutuhan sosial masyarakat melalui banyak cara.8  
       Negara Indonesia mengenal dua istilah pola pemerintahan yaitu 
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah hanya 
melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh 
pemerintah pusat melalui desentralisasi
9
. Penerapan desentralisasi pada 
                                                         
7
 Lawrence M. Friedman, The Legal System: In Social Science Perspective...,  h. 11-
16. 
8
 Moh. Fauzan Januari, Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Bandung: CV 
Pustaka Setia, 2013, h. 7-8. 
9
 Makna desentralisasi dalam arti sempit adalah devolusion yang berkaitan dengan 
dua hal. Pertama, adanya subsidi territori pada suatu negara yang mempunyai otonomi , 
subsidi territori  ini, memiliki self governing melalui lembaga politik yang memiliki akar 
dalam wilayah sesuai batas yuridiksinya. Wilayah ini tidak diadministrasikan oleh agen-
agen pemerintahan diatasnya,tetapi diatur oleh lemabga-lembaga yang dibentuk secara 
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negara kesatuan merupakan perwujudan distribution of power antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak reformasi bergulir, 
penyerahan dan pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah yang kemudian disebut dengan otonomi daerah
10
. Pemerintah 
daerah diberi kewenangan mengelola, menyejahterakan dan memajukan 
daerah melalui peraturan yang telah dibuatnya bersama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
       Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud 
kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya. Dalam 
konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan 
mendorong desentralisasi secara maksimal. Sabian Ustman juga 
menyebutkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian yang 
tidak dapat dipisahkan dari jenis, hierarki dan materi muatan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan.
11
 Hal ini berarti, Perda merupakan salah 
satu produk hukum yang ada di daerah. Setelah ini, Undang-Undang 
                                                                                                                   
politis di wilayah tersebut. Kedua, lemabga tersebut akan direkruit secara demokratis. 
Dalam arti luas menurut Rondenelly desentralisasi adalah setiap penyerahan wewenang dari 
pemerintah baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pejabata yang ditugaskan ke 
daerah. Dalam hal ini, kewenangan yang dilimpahkan kepada pejabat daerah dikenal 
dengan devolusi sementara pelimpahan kepada pejabat pusat yang ditugaskan ke daerah 
dinamakan dengan dekonsentrasi. Andi Kasmawati, Wacana Teoritik Desentralisas Menuju 
Pemerintahan Daerah yang Otonom, Makassar: Universitas Negeri Makassar, pdf, h. 114. 
10
Muhammad Ilmar L, Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran 
Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013, 
Skripsi Sarjana, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016, h. 13 
11
 Sabian Ustman, Restorative Justice., Op Cit.,  h. 259. 
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Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan kepada pembentukan peraturan perundang-undangan harus 
mengacu kepada hal-hal sebagai berikut:
 12
 
1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang- 
undangan; 
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-
undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan 
peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat; 
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu; 
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi tingkatannya. 
       Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengendalian 
peredaran minuman keras telah di sahkan oleh H. M. Riban Satia pada 
tanggal 25 Agustus 2014. Pada prinsipnya Perda ini tidak melarang 
peredaran minuman keras di kota Palangka Raya, akan tetapi mengatur 
sedemikian rupa peredarannya agar tidak menimbulkan banyak persoalan di 
kemudian hari.  
Seiring dengan perputaran waktu bahwa Perda ini telah berjalan empat 
tahun, akan tetapi telah melahirkan berbagai permasalahan. Misalnya 
peredaran minuman keras yang semerawut
13
, pengawasan terhadap 
peredaran minuman keras yang lemah
14
  dan masih ditemukan peredaran 
                                                         
12
Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam 
Mendukung Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, h. 21. 
13
 Ramanto, Pesta Miras Oplosan Di Barak Keperawanan Gadis Cantik Bobol, 
Kalteng Pos, Juni 2016, Diunduh Pada 15 Desember 2017 Pukul 08.00 WIB. 
14
 Kunto Wibisono, Pengawasan Miras Kota Palangka Raya Terlalu Lemah, Kalteng 
Pos, Desember, Diunduh Pada 15 Desember 2017 Pukul 08.10 WIB. 
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minuman keras yang ilegal
15
. Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan 
Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengendalian 
peredaran minuman keras terindikasi terjadi pelanggaran yang dilakukan 
oleh masyarakat kota Palangka Raya.  
Sehingga dengan demikian, adanya gap antara aturan (das sollen) dan 
pelaksanaan (dassein) Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 inilah yang 
membuat penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini ke dalam bahasan 
skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH 
(PERDA) NO. 23 TAHUN 2014 TERHADAP PENGENDALIAN 
PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA PALANGKA RAYA”. 
B. Rumusan masalah  
1. Bagaimanakah efektivitas Peraturan Daerah No. 23 tahun 2014 
terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka 
Raya? 
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat efektivitas Peraturan 
Daerah No. 23 tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman 
keras di kota Palangka Raya? 
                                                         
15
 Budi Yulianto, Ratusan Miras Tak Berizin Di Musnahkan Di Kota Palangka 
Raya, Borneo News, Juni 2016, Diunduh Pada 15 Desember 2017 Pukul 08.20 WIB 
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C. Tujuan penelitian  
1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2014 
terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan  pendukung efektivitas 
Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran 
minuman keras di kota Palangka Raya. 
D.  Manfaat penelitian  
  Manfaat Teoritis:  
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan    
b. Memberikan tambahan wacana, serta dapat menjadi referensi dalam 
pengembangan ilmu hukum secara khusus. 
Manfaat Praktis: 
a. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, membentuk 
pola pikir dinamis, sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan 
penulis dalam menerapkan pengetahuan ilmu hukum yang diperoleh 
selama menimba ilmu di Fakultas Syari‟ah, IAIN Palangka Raya. 
b. Memberikan gambaran mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 23 
tahun 2014 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 
kota Palangka Raya serta faktor- faktor yang menjadi kendala 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.  
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E. Sistematika Penelitian  
Sistematika pembahasan skripsi ini disusun atas dasar: 
1. Bab I, tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian 
Bab II, tentang telaah pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, 
kerangka teori; teori penegakan hukum; dan teori efektivitas; dan 
kajian konsep. 
2. Bab III, tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan 
pendekatan penelitian, Waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek 
penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data, 
sistematika penelitian dan kerangka berpikir. 
3. Bab IV, pemaparan data yang terdiri dari kondisi objektif kota 
Palangka Raya, Pemerintah Daerah, Aturan Peredaran minuman keras 
di kota Palangka Raya, Peredaran minuman keras di kota Palangka 
Raya,  minuman keras perspektif hukum positif Indonesia, minuman 
keras perspektif hukum Islam, gambaran umum lokasi penelitian dan 
temuan penelitian.  
4. Bab V, pembahasan dan analisis tentang bagaimana Efektivitas 
Peraturan Daerah No. 23 tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran 
minuman keras di lakukan di kota Palangka Raya dan faktor 
pendukung serta penghambat efektivitas Peraturan Daerah No. 23 
tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota 
Palangka Raya. 
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5. Bab VI, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.  
11 
 
11 
BAB II 
TELAAH PUSTAKA 
A. Penelitian terdahulu 
Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu. 
berkaitan dengan peredaran minuman keras. Penulis menemukan yang menurut 
data penulis kumpulkan, ada beberapa yang menyerupai, antara lain:  
1. Cahyono, NIM 3222083006 jurusan Akhwalul Syahsiyah Fakultas 
Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulung Agung 
pada tahun 2012 dengan judul Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulung Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian Dan 
Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Desa Sobontoro 
perbedaannya dalam penelitian beliau meneliti efektivitas dan faktor 
terjadinya penyelewengan Peraturan.16  
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Peraturan Daerah 
Kabupaten  Tulung Agung Nomor 4 Tahun 2011 di Desa Sobontoro 
tidak efektif. Ketidak efektifitasan PERDA  tersebut disebabkan oleh 
beberapa faktor: 1). Kesadaran masyarakat tidak diimbangi dengan 
upaya pemberantasan minuman beralkohol karena kebanyakan 
masyarakat berprofesi sebagai penjual minuman beralkohol, 2). Aparat 
penegak hukum belum tegas dalam bertindak, 3). Sarana dan prasaran 
                                                         
16
Cahyono, Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 
Tahun 2011 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol 
di Desa Sobontoro, 2012, SKRIPSI,  Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Tulungagung, h. 1. 
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pendukung penegakkan hukum masih sangat kurang sebagai contoh 
adalah minimnya sosialisasi Perda tersebut kepada masyarakat.
17
 
2. Muhammad Zaki, NIM 10324022517,  jurusan Jinayah Siyasah fakultas 
Syari‟ah dan Ilmu Hukum Universitas Syarif Kasim 2010 dengan judul 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 10 tahun 2005 
tentang Penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau dari 
Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bunguran Barat).
18
 
Hasil penelitian ini menerangkan bahwa dalam pelaksanaan 
Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2005 khususnya pasal 2 ayat 2 tersebut 
belum maksimal terlaksana dengan beberapa faktor penghambat seperti 
sarana dan prasarana yang sangat terbatas, belum adanya tempat 
pengaduan yang jelas, masyarakat belum berpartisipasi aktif juga 
tekanan publik yang relatif sedikit.
19
 
3. Muhammad Wildan Fakhturi, NIM 03370374, Fakultas Syari‟ah UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul penelitian efektivitas Perda 
minuman keras terhadap tindak kriminal di Kulon progo (studi terhadap 
                                                         
17
 Cahyono, Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten... h. 111.  
18
 Muhammad Zaki, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna 
nomor 10 tahun 2005 tentang Penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di 
Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bunguran Barat), 2010, 
Universitas Syarif Kasim Riau, h. 1. 
19
Muhammad Zaki, Pelaksanaan Peraturan Daerah... h. 70.  
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Perda No. 7 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan terhadap 
minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya). 
20
 
 Hasil dari penelitian ini menemukan adanya penurunan yang 
signifikan terhadap intensitas peredaran dan tindak kriminalitas yang 
disebabkan minuman keras setelah diberlakukannya Perda No. 1 Tahun 
2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan 
Minuman Memabukkan Lainnya. Selain itu, kontribusi fikih jinayah 
terhadap Perda tersebut menjadi langkah yang efektif dalam memupuk 
kesadaran terhadap larangan mendekati dan mengonsumsi minuman 
keras.
21
  
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diulas oleh penulis di 
atas, belum ada kajian ataupun penelitian yang seacara khusus tentang 
Efektivitas Peraturan daerah No. 23 Tahun 2014 terhadap pengendalian 
Miras di kota Palangka Raya, sehingga sangat relevan bagi penulis untuk 
mengkaji dan meneliti hal tersebut. Berikut tabel yang menjelaskan 
perbedaan dan persamaan penelitian  mengenai hal tersebut: 
 
 
                                                         
20
 Muhammad Wildan Fakhturi, Efektivitas Perda minuman keras terhadap 
tindak kriminal di Kulon progo (studi terhadap Perda No. 7 tahun 2007 tentang 
larangan dan pengawasan terhadap minuman beralkohol dan minuman 
memabukkan lainnya, 2009, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,h. 1. 
21
 Muhammad Wildan Fakhturi., Op Cit.,  h. 69.   
 14 
 
 
 
Tabel 2.1  
Perbedaan dan Persamaan serta Kedudukan Penelitian Penulis  
No 
Nama, Judul, Tahun dan 
Jenis Penelitian 
Persamaan 
Perbedaan 
dan 
kedudukan 
penulis 
1. 
Cahyono, Efektivitas Peraturan 
Daerah 
KabupatenTulungagung 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan 
Peredaran Minuman 
Beralkohol di Desa Sobontoro, 
2012, Penelitian Kualitatif.  
Semua 
penelitian 
terdahulu 
memiliki 
kesamaan pada 
objek kajian 
penelitian 
yakni 
Peraturan 
daerah tentang 
Minuman 
keras. 
 Perbedaan 
yang dapat 
ditemukan 
antara 
penelitian 
terdahulu dan 
penulis adalah 
penulis lebih 
berfokus 
kepada 
efektivitas 
peraturan 
daerah  kota 
Palangka raya 
terhadap 
pengendalian 
peredaran 
minuman keras 
2. 
Muhammad Wildan Fakhturi, 
efektivitas Perda minuman 
keras terhadap tindak kriminal 
di Kulon progo (studi 
terhadap Perda No. 7 tahun 
2007 tentang larangan dan 
pengawasan terhadap 
minuman beralkohol dan 
minuman mememabukkan 
lainnya, 2009, kualitatif.  
3. 
Muhammad Zaki, 2010, 
Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Natuna nomor 10 
tahun 2005 tentang Penyakit 
masyarakat Judi dan 
Minuman Keras di Tinjau dari 
Hukum Islam (Studi Kasus di 
Kecamatan Bunguran Barat), 
kualitatif.  
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B. Kerangka Teori 
1. Teori Efektivitas Hukum 
       Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu dapat dikatakan efektif. 
Dalam hal ini, validitas suatu norma bergantung pada “yang seharusnya 
(das sollen)” sementara efektivitas bergantung pada suatu norma “pada 
kenyataannya (das sein)”. Hans Kelsen mensyaratkan hubungan timbal 
balik antara validitas dan keefektifan dari suatu kaidah hukum. menurut 
Hans Kelsen yang dikutip oleh Munir bahwa suatu aturan hukum harus 
valid terlebih dahulu baru diketahui apakah kaidah tersebut dapat menjadi 
efektif. Jika setelah diterapkan ternyata mengalami kegagalan, maka 
ketentuan hukum tersebut menjadi hilang validitasnya, sehingga berubah 
sifat dari valid menjadi tidak valid lagi.
22
 
Suatu kaidah hukum akan menjadi efektif jika dipahami sebagai   
komando, Menurut John Austin dalam bukunya the province of 
jurisprudence determind, yang dikutip oleh Muhammad Ilmar, hukum 
harus dipahami sebagai komando, karena semua hukum tidak lain 
merupakan kumpulan perintah yang bersifat komando (laws are 
commands). Hukum selalu berwatak komando yang berlaku dimasyarakat 
adalah komando umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, the 
                                                         
22
Muhammad Wildan Fakhturi., Op Cit.,  h. 116.  
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supreme political authority atau pemilik otoritas politik yang paling tinggi 
(sovereign dalam pandangan Austin)
23
 
Masyarakat memerlukan sebuah aturan untuk menciptakan suatu 
suasana yang harmonis di dalam kehidupannya. Aturan tersebut berupa 
hukum, hukum yang ada dapat merupakan hukum tertulis atau tak tertulis. 
Hukum yang ada dalam masyarakat ini hendaknya memiliki sebuah dasar 
hukum yang menjiwai dari keadaan seluruh masyarakaat, memiliki fungsi 
yang ideal dengan memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan 
bagi masyarakat.  
Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap 
tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. 
Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan 
atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap 
sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. 
Hukum sebagai sarana rekayasa (social engineering by law) atau bisa juga 
disebut sebagai alat oleh (agent of change).
24
 
 Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana 
social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam 
masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara 
                                                         
23
Muhammad Ilmar L, Op Cit.,  h. 28.  
24
 Sabian Ustman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum 
dan Masyarakat, 2013, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 357.  
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stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.
25
 Efektivitas hukum 
merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. 
2. Teori Penegakkan hukum 
       Inti dari penegakan hukum (law enforcement) terletak pada upaya 
harmonisasi kaidah-kaidah peraturan hukum yang ada dan pemeliharaan 
kedamaian pergaulan hidup masyarakat.
26
 Setelah lebih dari tujuh tahun 
reformasi digulirkan, ternyata kekecewaan tak terelakkan dengan 
kenyataan tentang amanat reformasi bahwa hukum harus tegak tidak 
mencapai hasil.
27
 
       Aturan hukum dapat di tegakkan jika aturan tersebut sudah valid. 
Aturan hukum tersebut telah memenuhi syarat-syarat suatu kaidah hukum 
agar menjadi legitimate dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat 
diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni 
suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
28
 
a. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan dalam berbagai bentuk 
formal, seperti dalam bentuk pasal per pasal pada undang-undang... 
konvensi atau setidaknya dalam bentuk adat istiadat. 
b. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah seperti dibuat oleh 
Parlemen. 
c. Secara hukum, aturan tersebut tidak mungkin dibatalkan. 
d. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat yuridis.. 
                                                         
 
25
 Muhammad Ilmar L, Op Cit.,  h. 30.  
26
 Sabian Ustman, Dasar-Dasar Sosiologi., Op Cit.,  h. 357.  
27
 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, 
2013, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 178.   
28
 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta: Kencana 
Prenada Media Grup, 2014, h. 107. 
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e. Kaidah hukum tersebut dapat diterapkan oleh badan-badan 
penerapan hukum dan masyarakat, seperti pengadilan.  
f. Kaidah hukum tersebut sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. 
 
       Keberlakuan suatu norma hukum berawal dari suatu waktu dan 
berakhir pada suatu waktu, demikian pula berlaku untuk suatu wilayah 
tertentu tidak pada wilayah yang lain dan hal ini disebut dengan wilayah 
validitas temporal dan wilayah validitas spasial dari suatu norma.
29
 
3. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan   
Pembangunan hukum nasional adalah membangun tata hukum 
Indonesia yang bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia sendiri. 
Sabian Ustman dalam bukunya Dasar-Dasar Sosiologi menyebutkan bahwa 
pembentukan Peraturan-Perundangan harus memenuhi asas dan norma 
tertentu yang pembahasannya berisi penciptaan hukum baru.
30
 Sementara 
itu, tujuan pembuatan perundang-undangan adalah untuk ketertiban dan 
legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi.
31
 Banyak materi 
peraturan-perundangan yang kita gunakan selama ini untuk hajat hidup 
orang banyak dibuat dengan proses yang sangat jauh dari partisipasi 
                                                         
29
 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa‟at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: 
sekertariat jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 35. 
30
 Sabian Ustman, Dasar-Dasar ., Op Cit., h. 369. 
31
 Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif (Konsep Philip Nonet dan 
Philip Selznick, Perbandingan Civil Law System dan Common Law System, Spiral 
Kekerasan Dan Penegakkan Hukum), 2008, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 36.  
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masyarakat (nir-sosiologis), bahkan tidak memperhatikan kritik yang 
tampak di masyarakat.
32
 
Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan 
kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh suatu 
rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Dengan 
demikian pemerintah akan mengetahui adanya pelbagai kepentingan yang 
dapat   terkena tindakan tersebut yang perlu diperhatikan.
33
 
                                                         
32
 Ibid., h. 37.  
33
 Hamzah Halim dkk., Cara Praktis menyusun dan merancang peraturan daerah 
(suatu kajian teoritis d an praktis disertai manual),2013, Jakarta: Kencana, h. 103. 
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BAB III 
 METODE PENELITIAN  
A. Jenis dan pendekatan  penelitian  
1. Jenis penelitian  
       Penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum 
normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.
34
 Penelitian 
hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang 
merupakan data sekunder dan  disebut juga sebagai penelitian hukum 
kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris 
merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer.
35
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian 
hukum normatif empiris karena penulis  melakukan penelitian terhadap 
implementasi ketentuan hukum normatif (Perda) dalam aksinya pada 
peristiwa hukum berupa proses peredaran dan pengendalian minuman 
keras di masyarakat yang akan bermuara pada efektif dan tidaknya Perda 
tersebut sebagai produk hukum yang mengatur ketentuan tersebut.  
 Penelitian ini berfokus kepada bagaimana efektivitas Peraturan 
Daerah No. 23 Tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman 
keras di kota Palangka Raya juga, berusaha mengungkap faktor-faktor 
                                                         
34
 Lihat Sabian Ustman, Dasar-Dasar., Op Cit.,  h.  310. 
35
 Ibid., 
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pendukung dan penghambat efektivitas Peraturan Daerah tersebut 
melalui konsistensi dan kesesuaian hukum serta konsep hukum.  
2. Pendekatan penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 
Pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian 
sebagaimana halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya 
akan diperoleh jenis atau tipe yang di ambil.
36
  Deskriptif sendiri dapat 
diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, 
objek, bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa 
sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. 
Pendekatan kualitatif  deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar 
dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi 
penelitian secara lugas dan rinci.
37
 Dalam hal ini penulis berusaha 
mengungkap data mengenai efektivitas Peraturan Daerah No. 23 Tahun 
2014 terhadap pengedaran minuman keras di kota Palangka Raya.  
                                                         
36
Santi, Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
terhadap Hak Anak Biologis dalam Tinjauan Hukum Islam (Pesrpektif Hakim 
Pegadilan Agama Palangka Raya), Skripsi IAIN Palangka Raya, 2014, h. 43.  
37
 Ibid.,  
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B. Subjek dan Objek penelitian 
1. Subjek penelitian  
       Dalam hal ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Sejumlah 
Anggota Dewan Rakyat Daerah kota Palangka Raya selaku pembuat dan 
pengawas Peraturan Daerah tersebut, sejumlah anggota Polres kota 
Palangka Raya, Satuan Polisi Pamong Praja dan sejumlah pegawai kantor 
Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.  
2.  Objek penelitian  
Objek penelitian dalam tulisan ini adalah Peraturan Daerah No.23 
Tahun  2014 yang kaitannya terhadap sejauh mana efektivitas Perda 
tersebut berdampak terhadap pengendalian peredaran minuman keras di 
kota Palangka Raya.  
C. Waktu dan Lokasi Penelitian  
1. Waktu Penelitian 
 Diperlukan waktu yang memadai untuk melakukan penelitian ini,  
dimulai dari perumusan masalah hingga penelitian laporan akhir 
penelitian. Waktu yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data 
adalah selama 2 bulan setelah penyelenggaraan seminar proposal dan 
mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Institut Agama 
Islam Negeri Palangka Raya, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
kota Palangka Raya, Polisi Resor kota Palangka Raya dan  Kantor 
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Pemerintah Kota Palangka Raya. Namun, jika data telah terkumpul 
sebelum batas waktu yang ditentukan, maka penelitian ini dianggap 
selesai. Tetapi apabila  batas waktu tiba dan pengumpulan data untuk 
penelitian belum selesai, maka waktu dapat diperpanjang. Berdasarkan 
izin yang telah diperoleh dari lembaga yang bersangkutan maka, estimasi 
waktu yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 
dimulai pada bulan Mei hingga bulan Juni 2018.   
2. Lokasi penelitian  
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah kota Palangka Raya, Polisi Resor kota Palangka Raya, Kantor 
Sekretariat Daerah Palangka Raya dan  Kantor Satuan Polisi Pamong 
Praja. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa alasan: 
a. Data yang tersedia cukup; 
b. Banyak di temukan toko yang menjual minuman keras; 
D. Matrik Kegiatan Penelitian  
1. Tahapan Penelitian 
 Tahapan dalam pelaksanaan penelitian  ini diawali dengan 
penyampaian surat pengantar izin penelitian dari Institut Agama Islam 
Negeri Palangka Raya, selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan 
tahapan sebagai berikut: 
a. Tahap pra-penelitian di lapangan 
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Dalam tahap ini penulis menyusun rancangan penelitian, memilih 
lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai di 
lapangan, memilih dan mencari informasi sebanyak mungkin dari 
informan-informan, mempersiapkan perlengkapan penelitian dan 
persoalan etika penelitian. 
b. Tahap  penelitian di lapangan  
       Dalam tahap ini penulis mencoba memahami latar penelitian dan 
persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil 
mengumpulkan data 
c. Tahap analisis data 
Analisis data pada tahap ini berakar pada pendekatan fenomenologi 
untuk menguraikan persoalan yang di bahas dalam suatu penelitian.
38
 
Analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis 
proses hukum yang berlangsung dan makna-makna yang tampak dari 
permukaan fakta tersebut agar dipahami secara mendalam.
39
 Tidak 
hanya dipahami, analisis data juga digunakan untuk mengungkap semua 
proses etik yang ada dalam suatu fenomena yang diteliti dan 
mendeskripsikan kejadian tersebut apa adanya sehingga tersusun suatu 
pengetahuan yang sistematis tentang realitas di lapangan. Dengan 
                                                         
38
 Ibid., h.  137 
39
 Ibid., h. 148 
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menganalisis suatu kinerja perilaku suatu individu atau institusi maka 
hasil yang diperoleh (output) dari kinerja subjek dan objek informan 
tadilah memaknai fakta empiris di lapangan.
40
 
Data-data yang telah dikumpulkan dan dianggap valid 
dikonstruksikan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi 
empat kegiatan pokok, yaitu pengumpulan, reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
41
  Dalam kegiatan reduksi 
data, akan dilakukan peringkasan data secara lengkap, diberi kode, 
dihimpun dalam satuan-satuan konsep dan kategori. Di dalam kegiatan 
penyajian data, akan dilakukan pengorganisasian data yang sudah 
direduksi ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya 
secara lebih utuh dalam bentuk sketsa, sinopsis atau matriks. 
42
 
Bentuk-bentuk semacam ini dipandang perlu untuk memudahkan 
penggambaran kesimpulan yang bersifat sementara atau final. Pada 
tahap kegiatan penarikan kesimpulan atau verifikasi, penafsiran penulis 
akan dikemukakan sejalan dengan hasil pemahaman data pada kegiatan 
sebelumnya. Untuk membangun analisa yang komprehensif, maka 
ketiga kegiatan tersebut dilakukan sebagai satu kesatuan yang 
                                                         
40
 Ibid., h.162. 
41
Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Hukum, 2009, Bandung: CV 
Pustaka Setia,,  h. 158 
42
 Cahyono, Efektivitas., Op Cit., h. 59. 
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terpisahkan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Kegiatan 
analisa data di sini bersifat menggambarkan apa adanya (emic), 
kemudian diinterpretasikan.
43
 
d. Tahap penelitian laporan penelitian  
Dalam tahap ini penulis menguraikan hasil (result) dari penelitian 
yang telah dilakukan. Adapun maksud dan tujuan penelitian hasil 
penelitian ini berfungsi untuk memenuhi beberapa keperluan, pertama, 
laporan penelitian digunakan untuk keperluan studi akademis. Kedua, 
laporan hasil penelitian dimanfaatkan untuk keperluan perkembangan 
ilmu pengetahuan. Ketiga, laporan hasil penelitian digunakan untuk 
keperluan publikasi ilmiah. 
2. Jadwal waktu dan tahap pelaksanaan penelitian  
Jadwal waktu dan tahapan penelitian ini hadir guna memperjelas dan 
memberikan gambaran nyata mengenai tiap tahapan penelitian. 
                                                         
43
 Cahyono, Op Cit., h. 159 
No. KOMPONEN 
KEGIATAN 
TAHUN 
2017/BULAN  
I 
TAHUN 
2018/BULAN 
II 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 
I.  Persiapan           
 1. Pencarian kasus X  X         
 2. Mengajukan judul    X X X      
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  3. Judul diterima      X      
            
II.  1. Penggarapan 
proposal 
    X      
 2. Observasi awal      X X    
 3. sidang proposal         X   
            
III. 1. Mengurus 
administrasi 
       X   
 2. Koordinasi         X   
 3. Pelaksanaan 
penelitian 
       X X X 
 4. Monitoring dan 
evaluasi 
        X X 
 5. Penyusunan 
laporan hasil 
penelitian 
        X X 
 6. Seminar Skripsi           
           
IV. 
 
Siap meninggalkan 
lokasi penelitian  
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E. Sumber Data 
Data ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi 
kepada beberapa bahan, yaitu: 
1. Bahan primer dalam penelitian ini ialah ayat-ayat Al-Qur‟an dan Al-
Hadist yang berkaitan dengan hukum minuman keras, Undang-Undang 
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras serta Peraturan Daerah.  
2.  Sumber sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-
undangan,  karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer, 
seperti, kitab hadist, fiqh dan ushul fiqh, kitab tafsir, jurnal hukum dan 
pemikiran para tokoh.
44
  
3. Sumber tersiernya adalah hal-hal yang mendukung sumber primer dan 
sekunder seperti, kamus, ensiklopedia dan selainnya. 
4. Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan 
panca indera lainnya, seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. 
Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab. 
F. Pengumpulan Data dan Pertanyaan Penelitian  
1. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu:  
a. Wawancara 
                                                         
44
 Ahmad Sanusi, Alasan Hukum Nikah Sesama Pezina Dalam Q.S An-Nur [24]: 3 Dan 
Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Kawin Hamil, Skripsi 
Sarjana, 2014,  Palangka Raya: Sekolah Tinggi Islam Negeri Palangka Raya, h. 36. 
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       Wawancara adalah proses jawab menjawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 
muka mendengarkan secara langsung informasi- informasi atau 
keterangan-keterangan.45 Wawancara yang dimaksudkan di sini, penulis 
meminta keterangan melalui dialog secara langsung bersama informan 
dari beberapa instansi terkait yang menjadi tempat dilakukannya 
penelitian. Hal ini dilakukan untuk menggali keterangan yang 
berhubungan dengan sejauh mana efektivitas Perda No. 23 Tahun 2014 
terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya 
di lakukan.  
b. Observasi (Pengamatan) 
       Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan yang dilakukan 
dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 
yang diselidiki. Kelebihan dalam penggunaan teknik observasi ini adalah 
sebagai alat langsung untuk meneliti bermacam-macam gejala. Banyak 
tingkah laku yang dapat di amati melalui observasi ini. Selain itu, catatan 
yang diperoleh dapat dilakukan secara serempak bersamaan terjadinya 
suatu gejala yang dalam penelitian ini merupakan metode yang cukup 
membantu untuk mengumpulkan data. 46 
c. Dokumentasi  
                                                         
45
 Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 2015, Jakarta: 
Bumi Aksara, h. 83. 
46
 Cholid Nabuko dan Abu Achmadi., Op Cit., h. 76.  
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Dokumentasi di sini merupakan upaya pengumpulan data yang  
bersumber dari dokumen dan catatan-catatan tertulis, baik berupa hasil 
penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan data di lapangan.   
2. Pertanyaan penelitian   
Berikut pertanyaan penelitian ini: 
a. Bagaimana Efektivitas Perda No. 23 Tahun 2014 ini terhadap 
peredaran minuman keras di kota Palangka raya? 
b. Apa upaya yang sejauh ini diterapkan guna  mengimplementasikan 
Perda No. 23 Tahun 2014 di kota Palangka raya? 
c. Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi Perda No. 
23 Tahun 2014 sehingga dapat dikatakan efektif atau tidak efektif 
mengendalikan peredaran minuman keras di kota Palangka Raya? 
d. Apakah Perda No. 23 Tahun 2014 efektif dalam mengendalikan 
peredaran minuman keras di kota Palangka Raya? 
e. Dalam sudut pandang Bapak/Ibu apakah Perda ini perlu dievaluasi 
ulang atau tidak? 
f. Apa harapan bapak/ibu terhadap Peraturan Daerah ini kedepan?  
G. Pengabsahan Data 
       Pengabsahan data ialah untuk menjamin semua data yang didapat sesuai 
dengan kenyataan yang ada di lapangan dan benar-benar terjadi di 
31 
 
 
masyarakat.
47
 Dalam memperoleh keabsahan data tersebut penulis mengutip 
pendapat Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani dalam bukunya Metodologi 
Penelitian Kualitatif dengan Teknik Triangulasi Data. Dengan menggunakan 
berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil 
observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang 
dianggap memiliki sudut pandang berbeda. Triangulasi berarti melakukan 
pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan 
yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan 
kemurnian data.
48
 
H. Analisis data 
Dalam menganalisis data digunakan model analisa interaktif melalui tiga 
jalur, yaitu,: 
1. Pengumpulan Data (data collection), yaitu penulis mengumpulkan data 
dari sumber sebanyak mungkin mengenai peredaran minuman keras di 
kota Palangka Raya dan bagaimana efektivitas Perda No.23 Tahun 2014 
terhadap pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras di kota 
Palangka Raya.  
2.  Reduksi data (data reduction), yaitu data yang didapat dari penelitian 
tentang efektifitias Perda No. 23 tahun 2014 terhadap pengendalian 
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peredaran minuman keras di kota Palangka Raya setelah dipaparkan apa 
adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid dihilangkan 
atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan. 
3.  Sajian data (data display), yaitu data yang didapat dari penelitian ini 
akan dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutup-nutupi 
kekurangannya.  
4.  Penarikan kesimpulan atau verifikasi (data conclusions 
drawing/verifying), ialah dengan melihat kembali pada reduksi data 
(pengurangan data) dan display data (penyajian data) sehingga 
kesimpulan yang didapat dari efektivitas Perda No. 23 Tahun 2014 di 
lapangan tidak menyimpang dari data yang dianalisis. 
       Data yang terkumpul dianalisis dengan metode content analysis dan 
dibentuk dalam bentuk tertentu, meskipun demikian data tidak akan kehilangan 
orisinalitasnya  menyeluruh sehingga mempermudah penulis untuk  menarik  
kesimpulan.
49
 
I. Kerangka Pikir  
Kerangka pikir (frame work of thinking) sama dengan kerangka teoritis 
(theoritical framework).  Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai model 
konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 
atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting 
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sekali.
50
 Kerangka pikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah 
penelitian. 
51
Kerangka pikir penelitian penulis merupakan gambaran proses 
penelitian secara keseluruhan sehingga mengetahui gambaran akan hasil 
penelitian yang diuraikan dalam bentuk bagan.  
Kerangka pikir pada penelitian ini berusaha menyajikan poin terpenting 
yang dapat menggambarkan keseluruhan penelitian ini yakni mengenai 
efektivitas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 terhadap pengendalian 
peredaran minuman keras yang terjadi di kota Palangka Raya.  Dengan 
didukung berbagai sumber dan teori yang sepadan terhadap penelitian ini akan 
memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini. Lebih lanjut, persoalan 
pengaturan terhadap peredaran minuman keras adalah suatu hal yang harus 
ditanggapi secara serius oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun 
masyarakat. Maka, dalam analisis tulisan ini nantinya akan mengungkap 
kenyataan sebenar-benarnya di lapangan. (lihat bagan 2). 
Bagan 3.1: Kerangka Pikir 
Kerangka Pikir  
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 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, 2003, Jakarta: Rineka Cipta, h. 
195. 
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 Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Hukum, 2009, Bandung:Pustaka 
Setia, h.126.   
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH 
(PERDA) NO. 23 TAHUN 2014 
TERHADAP PENGENDALIAN 
PEREDARAN MINUMAN KERAS DI 
KOTA PALANGKA RAYA 
Efektivitas Peraturan Daerah 
No. 23 tahun 2014 terhadap 
pengendalian peredaran minuman 
keras di kota Palangka Raya 
Faktor pendukung dan 
penghambat efektivitas Peraturan 
Daerah No. 23 tahun 2014 
terhadap pengendalian peredaran 
minuman keras di kota Palangka 
Raya 
Penyajian Data dan Analisis  
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BAB IV 
 PEMAPARAN DATA  
A.  Kondisi Objektif Kota Palangka Raya 
a. Sejarah singkat Kota Palangka Raya 
Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya 
merupakan bagian dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah 
berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran 
Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya 
disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi 
Kalimantan tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian 
35 
 
 
Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima Kabupaten dan Palangka Raya  
sebagai Ibukotanya.
52
 
Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 dan 
Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 
Desember 1959 Nomor : Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah 
pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan 
Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 
Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang 
berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan 
mendapatkan tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan 
Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten 
Wedana, yang waktu itu dijabat oleh J. M . Nahan. 
53
 
Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, 
lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur 
Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam 
Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut di pindah ke Bukit 
Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka 
khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya yang dipimpin oleh J. M. 
Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka 
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 Bappeda, Op Cit,. h. 3.  
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khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad 
dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka 
Raya.
54
 
Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk 
kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 
3 (tiga)  Kecamatan, yaitu: 
1. Kecamatan Palangka di Pahandut; 
2. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling; 
3. Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit; 
Kemudian pada awal tahun 1964, kecamatan Palangka di 
Pahandut di pecah dua kecamatan: 
1. Kecamatan Pahandut di Pahandut; 
2. Kecamatan Palangka di Palangka Raya 
Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah memiliki 
empat kecamatan dan tujuh belas kampung. Dengan demikian Kotapraja 
Palangka Raya dapat menjadi Kotapraja yang otonom yang dihadiri oleh 
ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S Handoko Widdjoyo, para anggota 
DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy antar 
daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II 
Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan 
beberapa Pejabat tinggi Kalimantan yang lainnya. Tanggal 17 Juni 165 
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Kotapraja Palangka Raya resmi berubah menjadi Kotapraja otonom 
Palangka Raya. 
55
 
a. Gambaran umum Kota Palangka Raya    
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Parlemen 
Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1959, mengesahkan  Undang-
Undang  Nomor 27 Tahun 1959 yang  menetapkan Provinsi Kalimantan 
tengah menjadi 5 (lima) Kabupaten  dan Palangka Raya sebagai Ibukota. 
Kota Palangka raya  adalah Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang 
secara geografis  terletak pada 6‟40‟-7‟20‟Bujur Timur dan  1‟30‟-2‟30‟ 
Lintang Selatan. 
56
 
Guna memberikan arah dan tujuan yang jelas untuk membangun kota 
Palangka Raya, dibuatlah visi misi kota Palangka Raya tahun 2013-2018. 
Adapun visi kota Palangka Raya: 
“Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan, Jasa dan 
Pariwisata yang berwawasan lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya 
betang” 
Misi kota Palangka Raya: 
1. Mewujudkan kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat 
pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. 
2. Mewujudkan kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi 
wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat. 
3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas 
berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. 
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4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and 
clean goverment). 
5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis dan 
damai berdasarkan filosofi huma betang.  
Kota Palangka Raya juga memiliki lambang kota  yang bermakna 
keberanian membangun kota Palangka Raya dari suatu daerah hutan 
menjadi kota yang bersemboyan “ISEN MULANG”. Selain itu lambang 
kota Palangka Raya juga diartikan sebagai kemauan membangun kota 
Palangka Raya dengan amal, kegiatan, cita-cita dan tekad kepamong 
prajaan bersemboyan “TUT WURI HANDAYANI” untuk membina 
masyarakat ke arah kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah berpedoman 
kepada falsafah negara Pancasila, berikut lambang kota Palangka Raya :
57
 
 
 
 
 
 Gambar 0-1 
Dengan wilayah administrasi daerah di 5 (lima) kecamatan yakni: 
Kecamatan Pahandut, Rakumpit, Sebangau,  Bukit Tunggal dan Jekan 
Raya yang berbatasan : 
Sebelah  Utara  : Kabupaten  Gunung Mas 
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Sebelah   Timur  : Kabupaten  Kapuas 
Sebelah   Selatan :  Kabupaten  Pulang Pisau 
Sebelah   Barat : Kabupaten  Katingan  
Kota Palangka Raya memiliki luas wilayah 2.678,51 Km‟‟ (267.851  Ha) 
dibagi ke dalam lima Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, 
Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 
Km‟‟, 583,50 Km‟‟, 352,62 Km‟‟, 572,00 Km‟‟ dan 1.053,14 Km‟‟. Luas 
wilayah sebesar 2.678,51 Km‟‟ dapat dirinci sebagai berikut: a. Kawasan 
Hutan: 2.485,75 Km‟‟ b. Tanah Pertanian: 12,65 Km‟‟, c. Perkampungan: 
45,54 Km‟‟, d. Areal Perkebunan: 22,30 Km”, e. Sungai dan Danau: 42,86 
Km” , f. Lain-lain: 69,41 Km”69  
Bagan 2 Total RT/RW di Kota Palangka Raya 
Kecamatan Kelurahan 
Rukun 
Tetangga 
Rukun 
Warga 
Pahandut Pahandut 96 26 
Kecamatan Pahandut 
Memiliki Sebanyak 240 rukun 
tetangga (RT) dan 
Sebanyak 64 Rukun warga 
(RW). 
Panarung 51 14 
 Langkai 70 17 
Tumbang 
Rungan 
2 1 
Tanjung 
Pinang 
11 4 
Pahandut 
Seberang 
10 2 
Sebangau 
Kereng 
Bangkirai 
13 3 
Kecamatan Sebangau 
Memiliki Sebanyak 64 rukun 
tetangga (RT) dan 
Sebanyak 14 Rukun warga 
(RW). 
Sabaru 10 3 
Kalampangan 30 5 
Kameloh 
Baru 
3 1 
Bereng 6 1 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Pemerintah Daerah  
       Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 
negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 
Istilah Negara kesatuan dimaksud bahwa susunan negaranya hanya 
terdiri dari satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam 
Bengkel 
Danau 
Tundai 
2 1 
Jekan Raya Menteng 58 12 
Kecamatan Jekan Raya  
Memiliki Sebanyak 366 rukun 
tetangga (RT) dan 
Sebanyak 56 Rukun warga 
(RW). 
Palangka 128 28 
Bukit Batu 74 14 
Petuk 
Ketimpun 6 2 
Bukit Batu Marang 5 2 
Kecamatan Bukit Batu  
Memiliki Sebanyak 53 rukun 
tetangga (RT) dan 
Sebanyak 15 Rukun warga 
(RW). 
Tumbang 
Tahai 
7 2 
Banturung 10 3 
Tangkiling 13 3 
Sei Gohong 7 2 
Kanarakan 4 1 
Habaring 
Hurung 
7 2 
Rakumpit Petuk Bukit 5 2 
Kecamatan Jekan Raya  
Memiliki Sebanyak 118 rukun 
tetangga (RT) dan 
Sebanyak 8 Rukun warga 
(RW). 
Pager 2 1 
Panjehang 2 1 
Gaung Baru 1 1 
Petuk Barunai 3 1 
Mungku Baru 3 1 
Bukit Sua 22 11 
 
Total RT/RW di Kota Palangka 
Raya 
 
639 
 
153 
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negara seperti halnya pada negara federal.
58
 Hal ini berdasarkan Pasal 1 
ayat (1) UUD 1945: “Negara Indonesia ialah negara  kesatuan yang 
berbentuk Republik”.  
Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih dalam Titik Triwulan Tutik 
menyatakan:  
“......disebut negara kesatuan apabila kekuasaan Pemerintahan Daerah 
tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintahan Pusat 
merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidak ada 
saingannya dari Badan Legislatif Pusat dalam membentuk Undang-
Undang. Kekuasaan Pemerintahan yang di daerah bersifat derivatif 
(tidak langsung) dan sering  dalam bentuk otonomi yang luas.
59” 
Pemerintah Daerah pada dasarnya menyelenggarakan 
pemerintahannya secara langsung berhubungan dengan masyarakatnya. 
Sehingga, kedudukannya bertingkat-tingkat sampai kepada pemerintahan 
daerah bawahan. Bahkan, antar pemerintahan daerah yang satu dan yang 
lainya terdapat pembagian wilayah kekuasaan masing-masing. Dengan 
demikian seluruh wilayah Indonesia tersusun secara vertikal dan 
horizontal.
60
  
Pemerintah Daerah ini dikenal dalam dua jenis pemerintahan: 
1. Pemerintahan Daerah Administratif61 
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2. Pemerintahan Daerah Otonom62 
Berdasarkan pembagian di atas, terdapat persamaan dalam bentuk 
dan susunan pemerintahan daerah yakni adanya Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Kepala daerah dan wakil kepala daerah (Eksekutif 
Daerah).
63
 Untuk setiap daerah dipimpin kepala pemerintahan yang 
disebut dengan kepala daerah, untuk provinsi disebut dengan gubernur, 
untuk kabupaten disebut bupati,  dan untuk kota disebut dengan  
walikota.
64
 
Bentuk otonomi daerah dalam historis sejarah Indonesia diwujudkan 
oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia). 
Menurut Bagir Manan: Penetapan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 
belum dalam kerangka melaksanakan desentralisasi. Pembentukan 
pemerintahan di tingkat daerah semata-mata bertujuan: pertama ama, 
mengisi kekosongan pemerintahan yang ditinggalkan pemerintahan 
Jepang atau karena tidak dipatuhi oleh rakyat Indonesia yang merdeka 
                                                                                                                   
seorang kepala daerah yang berkedudukan sebagai pegawai Pemerintah Pusat yang 
ditempatkan di wilayah administratif yang bersangkutan.  
62
 Pemerintahan daerah otonom dibentuk dalam rangka banyaknya segi urusan 
yang kehidupan manusia di berbagai daerah menyebabkan tidak selalu penyelenggaraan 
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pusat. Untuk lebih menyesuaikan diri dengan keadaan daerah-daerah yang berbeda-beda 
itu pemerintah pusat menyerahkan kekuasaanya kepada pemerintah daerah masing-
masing untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Hal ini berarti bahwa 
rakyat daerah juga berperan serta dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat di 
daerah masing-masing untuk menjalankan cita-cita hukum yang demokratis.  
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dan berdaulat; Kedua, untuk sesegera memungkin melengkapi susunan 
pemerintahan RI sampai ke daerah-daerah; 
65
 
c. Aturan Peredaran Minuman Keras di kota Palangka Raya  
       Pengaturan peredaran Minuman Keras di kota Palangka Raya selama 
ini telah di atur di dalam Peraturan Daerah kota Palangka Raya. Berikut 
uraiain pengaturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 23 
Tahun 2014: 
1. Penjualan minuman keras di kota Palangka Raya hanya di izinkan di 
tempat tertentu saja, yakni: Hotel berbintang 3, 4, dan 5, Restoran, Bar, 
Cafe, Pub, Karaoke, Klub Malam, Diskotik, Tempat Lokalisasi, dan 
toko bertanda khusus.  
2. Minuman beralkohol yang boleh beredar di kota Palangka Raya ada 
tiga golongan: golongan A dengan kadar alkohol 1-5%, golongan B 
dengan5-20% dan golongan C dengan kadar 20-55%.  
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman keras di 
kota Palangka Raya dilakukan melalui Tim Terpadu dan Masyarakat 
kota Palangka Raya.  
4. Pengendalian minuman keras di kota Palangka Raya di lakukan melalui 
keberadaan stiker pengawasan dan pengendalian minuman keras.  
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5. Setiap orang dilarang melakukan usaha penjualan dan meminum 
minuman keras di sembarang tempat. Penjual minuman keras di larang 
berjualan berdekatan dengan warung/kios, gelanggang remaja, terminal, 
panti pijat, terminal, kios-kios kecil, tempat kos dan bumi perkemahan. 
Selain itu tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah,  
6. Penjualan minuman keras tidak diboleh ditunjukkan kepada anak usia 
17 tahun ke bawah yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu 
identitas diri.  
7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur tentang sanksi 
pidana dan sanksi administratif terhadap para pelaku yang melanggar  
ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Perda. 
66
 
d. Peredaran  minuman keras di kota Palangka Raya 
Berdasarkan paparan informan kepada penulis, diketahui peredaran 
Miras di kota Palangka Raya bisa dikatakan  cukup besar hal ini terlihat 
dari ditemukannya toko-toko penjual minuman keras di setiap sudut kota 
Palangka Raya. Banyaknya pelaku usaha yang menjual minuman keras ini 
bukan tanpa alasan, selain karena animo masyarakat yang besar terhadap 
minuman keras, banyak juga orang yang berminat untuk menjual minuman 
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keras.
67
  Berikut jumlah pelaku usaha penjualan minuman keras di Kota 
Palangka Raya yang bersumber dari data akhir perpanjangan izin menjual 
minuman keras di kota Palangka Raya oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan kota Palangka Raya: 
 
 
Tabel 4.2 Tempat Penjualan Miras 
Tempat Usaha Penjualan Minuman Keras Tahun 2017 di kota Palangka 
Raya 
 
 
 
 
 
Dari jumlah tersebut di atas diketahui hanya ada 88 (delapan puluh 
delapan pelaku usaha) yang berizin. Sementara data lain yang penulis 
diperoleh dari Dinas Pelayanan terpadu Satu Pintu yang mengeluarkan 108 
izin usaha Miras sepanjang 2017-2018 di kota Palangka Raya.
68
 Diketahui 
pula ada penjualan dan  penyediaan minuman keras minum di kota 
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 Wawancara bersama Bapak MH pada tanggal 4 Mei 2018 di Kantor Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan kota Palangka Raya pada pukul 08.00 WIB sampai 
dengan 09.21 WIB. 
68
 Alfrianto, 108 Usaha Miras Di Kota Palangka Raya Sudah Kantongi Izin, 
https://Palangkaraya.go.id, online pada 22 Juni 2018 pukul 03.00 WIB.  
No. Tempat Jumlah 
1.  Toko 34 
2.  Lokalisasi 27 
3.  Karaoke 14 
4.  Restaurant 4 
5.  Hotel 5 
6.  Distributor 2 
7.  Sub distributor 2 
Total 88 
46 
 
 
Palangka raya tidak berizin di beberapa titik, salah satunya di Lingkar 
Luar kota Palangka Raya.  
Pelaku usaha yang tidak berizin dan tertangkap tangan melakukan 
penjualan minuman keras secara personal juga dilakukan di rumah pribadi 
mereka. Pada tahun 2018 bulan Mei terakhir 16 kasus TIPIRING, 13 kasus 
di antaranya menjual Miras tanpa izin, 3 minum minuman keras di tempat 
umum.
69
  Berdasarkan informasi dari salah satu informan bahwa ada 
pemusnahan Miras illegal, maka, pada rabu, 6 Juni 2018 penulis 
menyaksikan pemusnahan hasil razia 3.052 botol minuman keras di bulan 
Ramadhan yang dimusnahkan di halaman kantor gubernur kota Palangka 
Raya.  
e.  Minuman keras perspektif hukum positif Indonesia 
1. Minuman keras dalam definisi 
 Minuman beralkohol (minuman keras) adalah minuman yang 
mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari 
bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara 
fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.  Sementara itu, 
minuman beralkohol tradisional (minuman keras buatan) adalah 
minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan dikemas 
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secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta 
dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.  
2. Dasar hukum minuman keras  
Secara sadar maupun tidak kehidupan masyarakat telah di atur 
oleh nilai-nilai yang menjadi pola atau variabel kehidupan yang 
ditaati atau dipatuhi serta bagi yang melanggarnya akan menerima 
sanksi.
70
 Mengonsumsi minuman keras bukan tanpa alasan bagi 
individu akan berakibat kepada perilaku berlawanan dengan hukum 
yang berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
penyalahgunaan  minuman keras diatur dalam pasal 300 butir (1) 
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah sebagaimana pengaturan 
berikut:
71
  
1) Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman 
yang memabukkan kepada seorang yang telah kelihatan mabuk. 
2) Barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang 
umurnya belum cukup enam belas tahun. 
3) Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
orang untuk minum-minuman yang memabukkan.
72
 
 
Berdasarkan Pasal 492 siapa dalam keadaan mabuk, di muka 
umum, merintangi lalu lintas atau mengganggu ketetiban, atau 
mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus 
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 Sabian Ustman, Dasar-Dasar ., Op Cit., h. 2.  
71
Graha Media Press, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jakarta: Bumi 
Aksara,2007), hal. 109. 
72
 Ibid., h. 559. 
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dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan 
penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau 
kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam 
hari, atau denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
73
 
Pada pasal 536 diatur pula siapa dengan terang dalam keadaan 
mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak 
dua ratus dua puluh lima rupiah.
74
 Dan pada pasal 539 diatur bagi 
siapa saja pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum 
atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk 
umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan 
atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan 
paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus 
tujuh puluh lima rupiah.
75
 
Diatur juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor : 43/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, 
Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman 
Beralkohol dalam Bab VI kegiatan yang dilarang adalah membawa 
minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan kecuali, 
untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter)  
perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus 
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 Ibid., h. 614. 
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 Ibid., h. 626. 
75
 Ibid., h. 627. 
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delapan puluh mililiter). Hal ini termuat pada pasal 27 sementara pasal 
28 mengatur Pengecer atau penjual langsung memperdagangkan 
Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan beberapa 
aturan sebagai berikut:
76
 
a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, 
penginapan remaja, dan bumi perkemahan.; 
b. Tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan 
c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau 
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah 
masing-masing. 
 
Pengaturan yang berbeda yang mengatur Distributor dan Sub-
Distributor yang dilarang memperdagangkan langsung Minuman 
Beralkohol kepada konsumen termuat pada Pasal 29. Pasal 30 
mereka juga di larang untuk mengiklankan Minuman Beralkohol 
dalam media massa apapun. Sementara itu, untuk memberikan 
kepastian hukum terhadap siapa yang berhak dan boleh 
mendistribusikan minuman beralkohol dalam tulisan ini minuman 
keras termuat pada pasal 31. 
Pasal 31 mengatur setiap orang perorangan yang dilarang 
mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman beralkohol. 
Juga badan usaha juga dilarang mendistribusikan dan/atau 
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Peraturan Menteri Perdagangan republik Indonesia Nomor 20/M-
Dag/Per/4/2014 Tentang Ketentuan Pengendalian dan Pengawasan terhadap  
Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Minuman Beralkohol. PDF, 
diakses tanggal  27 Mei 2018 
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memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi 
perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini.
77
  Oleh 
karena itu, meskipun keberadaan minuman keras di Indonesia adalah 
boleh dan legal tidak berarti lepas dari kontrol dan pengawasan yang 
ketat.  
3. Kriteria minuman keras  
Minuman beralkohol atau minuman keras dalam Pasal 2 Perpres 
No. 74 di bagi menjadi dua macam: 
a. Minuman beralkohol (minuman keras) yang diproduksi dari 
dalam negeri; 
b. Dan minuman beralkohol (minuman keras) yang berasal dari 
impor luar negeri. 
Minuman beralkohol (minuman keras) dalam pasal 3 Perpres 
nomor 74 terbagi menjadi beberapa golongan: 
a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang 
mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar 
sampai dengan 5% (lima persen). 
b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang 
mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar 
lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh 
persen). 
c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang 
mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar 
lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima 
puluh lima persen). 
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f.  Minuman keras perspektif hukum Islam  
Syari‟at Islam pada hakikatnya melarang umat manusia 
mengonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Bahkan 
mendekatinya sekalipun adalah hal yang sangat tidak di anjurkan dan 
dilarang. Sebagaimana firman Allah Swt.,: 
   م  ٓق ت  لَ ْاو ن ما ء  ني ذَّلٱ ا هُّػي أ  ٓم تن أ ك  ة  و لَّصلٱ ْاو ب ر  ٓ   ل ر   ك س 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang 
kamu dalam keadaan mabuk,” (Q.S. Al-Nisa [4]: 43)78 
Ada beberapa nama yang diberikan para ulama berkenaan dengan 
/minum minuman keras. Al-Bukhori memberikan nama syaribul khamr, 
Abu Dawud menamakan al-ḥaddufil khamar, Ibnu Majah menyebutnya 
ḥaddus sakran, imam Syafi‟i  menyebutnya dengan ḥaddul khamr, dan 
Imam Hanafi menyebutnya dengan ḥaddu al-syurb.79Asyribah (minum 
minuman keras) adalah bentuk jamak dari kata syurbun yang berarti 
minuman yang dapat menyebabkan mabuk apapun asalnya.
80
 Khamr 
merupakan minuman yang diharamkan untuk di  minum karena zatnya 
termasuk di dalamnya rendaman kurma,  anggur, gandum, jelai, jagung, 
dan lain sebagainya.  
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 Departemen Agama RI, Al-Hidayah (Al-Qur‟an Tafsir Perkata Tajwid Kode 
Angka), 2011, Banten: PT.Kalim, h. 86.   
79
 Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) 
dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam, 2013, Jawa Barat: Pustaka Setia, h. 413.  
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 Ibid., 
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Berdasarkan sabda Baginda Rasulullah Saw., : “Setiap jenis 
minuman memabukkan hukumnya haram”.81 Adapun meminumnya 
merupakan dosa besar baik dalam bentuk cair dan serbuk, masak ataupun 
mentah, harus mendapat had. Ulama  kalangan Hanafiah, sebagaimana 
yang dipaparkan Al-Zuhaili oleh Nurul Irfan dan Masyrofah dalam Fiqh 
Jinayah membedakan antara sanksi sekedar meminum khamr dan sanksi 
mabuk. Artinya sedikit atau banyak haram untuk diminum. Sementara 
jumhur ulama tidak memisahkan  antara sanksi sekedar meminum dan 
mabuk.
82
 
 Namun, ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi sebelum 
menjatuhkan had  kepada pelaku peminum khamr yakni: orang muslim, 
baligh, berakal, bertanggung jawab untuk melaksanakan syari‟at,, 
independen, sadar hukum, tidak ada darurat, meminumnya banyak 
maupun sedikit. Sementara itu, orang yang tidak dapat dijatuhi had 
adalah: nonmuslim karena keyakinannya membolehkan mengonsumsi 
minuman memabukkan, kafir harbi  karena mereka tidak memiliki 
tanggung jawab melaksanakan syari‟at Islam, Kafir Dzimmi karena tidak 
ada keharusaan baginya untuk melaksanakan  syari‟at kecuali hukum 
muamalat, anak-anak dan orang gila. Termasuk pula orang yang dipaksa  
meminum minuman memabukkan, tidak di had dengan berdasar kepada 
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 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi‟i, 2010,  Jakarta Timur: Almahira, h. 331.  
82
 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, 2013, Jakarta: Amzah, h. 48. 
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sabda Rasulullah Saw., : “Dosa ditiadakan dari umatku karena lalai, lupa 
dan perbuatan yang dipaksakan kepada mereka untuk melakukannya”83 
Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik  sanksi minum 
minuman keras itu delapan puluh kali jilid. Sedangkan menurut Imam 
Syafi‟i empat puluh kali jilid, meskipun beliau memperbolehkan 
menambah sampai delapan puluh kali jilid yang selebihnya tersebut 
merupakan ta‟zir sekaligus pemberi efek jera kepada pelaku.84 Berikut 
hadis yang menerangkan tentang sanksi bagi pemabuk, yaitu: 
  ك  وْي ل ع  وَّللا ىَّل ص َّي ب ن َّف ا ٍك ل ا م  نْب ٍس ن ا ْن ع ْد ق ٍل ج ر ب  ي
 ت أ  مَّل س
  ه  د ل ج ف  رْم خلا  ب ر ش  نْي ع بْر أ  وْح ن  نْي ػت  دْي ر  ج ب  
Artinya: “ Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Saw., didatangi 
seseorang yang telah meminum khamr, beliau mencambuknya 
dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali” (H.R. 
Muslim) 
Hadis lain yang menyatakan tentang jumlah cambukkan delapan 
puluh kali adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas  r.a. : 
“Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi saw., pernah menghukum 
pelaku jarimah khamr sebanyak empat puluh kali dengan sendal dan 
pelepah kurma. Kemudian, perawi menyebutkan tentang kedua alat, 
pelepah kurma dan sandal, tetapi tidak menyebutkan dusun dan 
kampung-kampung” (H.R.  Muslim) 
Dalam persoalan yang berbeda peminum khamr (minuman keras) 
apabila ia seorang budak maka ia di cambuk sebanya dua puluh kali 
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 Wahbah Zuhaili, fiqh Imam Syafi‟i,.. h. 335.  
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 A.Djazuli, Fiqh Jinayah, 2000, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 99. 
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cambukan.
85
  Dengan mendatangkan alat bukti berupa saksi sebanyak 
dua orang atau dengan sekali pengakuan atau alat bukti yang ketiga 
adalah bau mulut
86
 penjatuhan hukuman tidak dapat dilakukan karena 
hanya dilakukan oleh satu orang laki-laki saja atau perempuan atau dua 
orang perempuan. 
87
 Haramnya minuman keras ini dilakukan untuk 
menjaga dan memelihara kemaslahatan yang harus dipeli  hara seperti 
dirinya (tubuh) karena dengan meminum khamr akan menyebabkan 
kerusakan pada anggota tubuhnya, melemahkan dan menghilangkan 
akalnya, membuang-buang hartanya. Selain itu, H.M Ridha Ma‟roef 
dalam Zainuddin, Hukum Pidana Islam menjelaskan bahaya minuman 
keras (khamr): 
1. Mengurangi kemampuan tubuh untuk memproduksi glukosa dari 
lemak dan protein, dan menyebabkan pingsan. 
2. Ketika alkohol menumpuk di dalam tubuh akan berubah menjadi 
racun. 
3. Alkohol merusak hati dan mematikan sel-sel dalam hati yang 
menyebabkan seseorang meninggal dalam waktu singkat. 
4. Alkohol dapat merusak sel-sel pada otak dan susunan saraf sentral.88 
g. Gambaran Umum  Lokasi Penelitian  
1. Polisi Resor Kota Palangka raya   
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 Abu Umar, Fathul Qarib, Terjemah Jilid 2, 1983, Kudus: Menara Kudus, h. 144.   
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 Ibid., h. 100. 
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 Abu Umar, Loc Cit.,  h. 145.  
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 Zainuddin, Hukum Pidana Islam, 2012, Jakarta: Sinar raja Grafika, h. 78. 
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Polres Palangka Raya merupakan salah satu dari Polres yang ada di 
jajaran Polda Kalteng, berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Kalteng, 
mako Polres Palangka Raya terletak di Tjilik Riwut Km.3,5 Palangka 
Raya. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Polres Palangka 
Raya yakni pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum serta pelayanan, pengayoman dan perlindungan masyarakat kota 
Palangka Raya. Keberadaan Polres Palangka Raya berperan sebagai 
penegakan hukum di Bumi Tambun Bungai, sementara itu visi dan misi 
Polres kota Palangka Raya: 
a. Visi Polres Palangka Raya adalah terwujudnya pelayanan 
kamtibmas yang unggul, penegakan hukum yang tegas, 
terjalinnya kemitraan Polri dengan masyarakat, serta sinergi 
polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan stabilitas 
kamtibmas di wilayah hukum Polres Palangka Raya. 
b. Misi Polres Palangka Raya guna pencapaian langkah sasaran 
strategis sebagai berikut: 
1. Mewujudkan pelayanan kamtibmas prima Polres Palangka 
Raya melalui kegiatan preemtif, preventif dan represif 
(penegakan hukum) dengan memberikan perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna 
mewujudkan kamtibmas yang kundusif di wilayah Kota 
Palangka Raya; 
2. Melaksanakan deteksi dini secara cepat dan akurat terhadap 
setiap potensi gangguan melalui kegiatan penyelidikan, 
pengamanan dan penggalangan; 
3. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, 
menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan; 
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4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan 
bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran 
Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi 
Polmas yang berada di desa/kelurahan. 
5. Mewujudkan kemitraan dengan komponen masyarakat 
(Tomas, Toga, Todat, Toda dan Ormas) dan meningkatkan 
sinergi Polisional dengan Instansi pemerintah/dinas terkait 
(FKPD) di wilayah hukum Polres Palangka Raya; 
6. enjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran 
lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus 
orang dan barang di wilayah hukum Polres Palangka Raya. 
 
Polres Palangka Raya juga memiliki sasaran prioritas tahun 2018 
adalah sebagai berikut: 
Adapun sasaran prioritas Polres Palangka Raya dalam rangka 
mewujudkan capaian Renstra Polres Palangka Raya pada tahun 2018 
yaitu "Meminamalisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang 
prima dan sinergi polisional Polres Palangka Raya yang produktif 
dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polri guna 
menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional".
89
 
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya 
merupakan salah satu unit kerja di bawah naungan Pemerintah Kota 
Palangka Raya yang  melaksanakan fungsinya pada sektor 
perindustrian, perdagangan dan perlindungan konsumen.
90
 Komposisi 
pegawai berjumlah 56 orang, sebanyak 5 orang (8,92 %) memiliki 
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 Profil Polres Kota Palangka Raya, https://polrespalangkaraya.com/official-
site/v1/, di unduh pada 30 Juni 2018 pukul 08.00 WIB.    
90
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, Laporan 
Akuntabilitas Kinerja dinas perindustrian dan perdagangan kota Palangka Raya 
2017, 2017, h. 1. 
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pendidikan S2, yakni Kepala Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 3 orang 
Kepala Seksi, didominasi pegawai berpendidikan S1 sebanyak 32 orang 
(57,14%), 2 orang berpendidikan D3 dan 17 orang (30,35%) 
berpendidikan SLTA. 
91
 
Dalam rangka menyelenggarakan tugas urusan dibidang 
Perindustrian dan Perdagangan, berikut beberapa fungsi yang 
dilaksanakan:
 92
 
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perindustrian dan 
perdagangan, unit pelaksana teknis pasar, sesuai dengan kebijakan 
yang ditetapkan Walikota. 
2. Merumuskan kebijakan perizinan di bidang perindustrian dan 
perdagangan, unit pelaksana teknis pasar, sesuai dengan kebijakan 
yang ditetapkan Walikota. 
3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 
atas pelaksanaan tugas-tugas perdagangan pimpinan industri kecil, 
kerajinan rumah tangga, pertenunan dan tekstil, industri logam dan 
unit pelaksana teknis pasar berdasarkan skala prioritas. 
4. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di bidang 
pelayanan perindustrian, perdagangan dan unit pelaksana teknis 
pasar.   
h. Laporan Penelitian  
Data hasil penelitian yang disajikan dalam tulisan ini merupakan 
temuan penelitian yang diperoleh penulis dari sumber data dengan 
teknik wawancara, observasi dan dokumentasi tentang efektivitas 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 2014 terhadap pengendalian 
peredaran minuman keras di kota Palangka Raya. Hasil penelitian ini 
dipaparkan secara berurutan dengan fokus masalah yaitu bagaimana 
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efektivitas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 terhadap 
pengendalian pengedaran minuman keras di kota Palangka Raya dan 
apa saja kah faktor pendorong dan penghambat efektivitas peraturan 
daerah tersebut di kota Palangka Raya. Hal ini diperkuat berdasarkan 
sejumlah data yang akan penulis uraikan sebagai berikut: 
1. Nama : MH 
Umur : 35 
Keberadaan Peraturan Daerah ini  pada dasarnya mengatur 
peredaran minuman keras di kota Palangka Raya agar dapat 
dikendalikan dan dikontrol sehingga tidak menimbulkan 
persoalan yang tidak diinginkan di masyarakat, selain itu juga 
perlu di atur hal ihwal perizinannya agar dapat memberikan  
retribusi kepada daerah. Efektivitas Perda terhadap peredaran 
minuman keras di kota Palangka Raya sudah cukup baik berjalan, 
karena tidak ada yang berani berjualan minuman keras tanpa ada 
izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Disisi lain, 
pengawasan terhadap minuman keras ini sendiri di awasi oleh 
DISPERINDAG dan Pemerintah Kota juga, Kepolisian dan 
Satpol PP.
93
 
Pernyataan di atas merupakan jawaban dari pertanyaan yang 
penulis tanyakan di awal diskusi bersama informan MH mengenai 
opini beliau atas efektivitas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 
terhadap pengendalian peredaran Miras di kota Palangka Raya. 
Selanjutnya penulis menanyakan upaya-upaya diterapkan guna  
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 Data yang didapat bersumber dari seseorang yang berinisial MH yang 
bekerja sebagai salah satu pegawai di bidang pemasaran, promosi dan pendaftaran di 
Dinas Perindustrian dan perdagangan kota Palangka Raya. Wawancara dilakukan 
pada tanggal 4 Mei 2018 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota 
Palangka Raya pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.21 WIB.  
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mengimplementasikan Perda No. 23 Tahun 2014 di kota Palangka 
raya, informan menjawab: 
Upaya yang kami lakukan dalam mengimplementasikan Peraturan 
Daerah di lapangan terlebih terhadap persoalan perizinan 
penjualan miras memang menghadapi peristiwa-peristiwa yang 
acapkali tidak terduga di lapangan. Misal di dalam Peraturan 
Daerah Nomor 23 tahun 2014 tidak boleh berjualan dekat dengan 
rumah ibadah dan yang lainnya, ketika ditemui adanya penjual 
yang terindikasi bertentangan dengan peraturan ini, jika kami 
tanyakan dan konfirmasi ke penjual, mereka akan mengatakan 
tutup saja, sementara itu, jika ditutup pun, minol ini pasti tetap 
akan beredar sehingga, kami minta kepada mereka membuat surat 
pernyataan bahwasanya pelaku usaha yang mengurus izin 
minuman beralkohol tersebut bersedia di pindahkan atau dicabut 
izin berjualannya jika, masyarakat merasa keberatan dengan 
keberadaan toko mereka. Dalam hal ini, masyarakat yang merasa 
terganggu dengan keberadaan toko penjual minuman keras atau 
minuman beralkohol tadi, harus mengajukan surat keberatan tidak 
boleh secara lisan. Upaya lain seperti sosialisasi Perda ini 
sebenarnya belum pernah dilakukan kepada publik luas, tetapi 
kedepan ada rencana penganggaran biaya untuk sosialisasi di 
anak-anak sekolah dan pemuda. Kami juga memberikan 
pengertian dan pencerahan kepada calon pelaku usaha bahwa jika, 
masih bisa usaha lain lebih baik yang lain. 
 
Selanjutnya penulis menanyakan mengenai faktor-faktor apa 
sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi 
Perda No. 23 Tahun 2014 sehingga dapat dikatakan efektif atau tidak 
efektif mengendalikan peredaran minuman keras di kota Palangka 
Raya, informan menjawab: 
Faktor penghambat efektivitas Perda ini ada beberapa: pertama, 
Kendala yang dialami adalah kami DISPERINDAG tidak 
memiliki PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil). Kedua, 
Peminat minum minuman keras di kota Palangka Raya bisa 
dikatakan tinggi dan animo masyarakat yang ingin menjual 
minuman keras pun banyak. Ketiga, Tidak ada pembatasan dan 
hitungan yang jelas tentang jumlah ataupun toko yang boleh 
beredar di dalam Perda tersebut. Keempat, Batasan kata 
berdekatan  dengan tempat ibadah dan yang lain di dalam Perda 
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minuman beralkohol tidak jelas di atur. Sementara itu, faktor 
pendukungnya adalah para pelaku usaha memiliki kesadaran 
untuk selalu membayar retribusi pajak, kalaupun ada yang tidak 
berizin pasti di tindak lanjuti oleh aparat penegak hukum seperti 
polisi. 
   
Penulis kembali menanyakan sudut pandang Bapak/Ibu 
informan Perda ini perlu direvaluasi tidak, informan menjawab: 
Itu tergantung dari sudut mana Perda ini harus di evaluasi saya 
juga kurang tahu, tergantung kesepakatan saja.  
Penulis juga berusaha menanyakan harapan informan terhadap 
Peraturan Daerah ini ke depan, informan menjawab: 
Harapannya direvisi terlebih tentang pasal wajibnya penggunaan 
stiker, permintaan stiker di kota Palangka Raya senilai 1,5 miliar 
sementara dana tersedia  hanya 70 juta saja kalau polisi bertanya 
kepada pelaku usaha tentang stiker pasti kembali ke kami 
sementara kami tidak ada dananya lagi sehingga, pengendalian 
minuman keras menggunakan stiker tidak efektif .  
Berdasarkan keterangan MH, DISPERINDAG Kota Palangka 
Raya yang berfungsi sebagai fasilitator dan pembinaan terhadap sektor 
perdagangan dan perindustrian di kota Palangka Raya terlebih 
pengaturan terhadap sektor pengawasan dan pengendalian minuman 
keras di kota Palangka Raya. DISPERINDAG kota Palangka Raya 
hanya mengatur dan mengawasi persoalan pemberian dan pencabutan 
izin usaha miras serta mengawasi  berkaitan kewenangan yang mereka 
miliki ini. 
Informan menganggap Perda ini sudah efektif mengingat bahwa 
pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya telah di awasi dan 
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diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pengusaha. 
Sementara penghambat efektivitas Perda ini pada dasarnya lebih 
bersifat prinsipil dan teknis sehingga, perubahan terhadap perubahan 
Perda bukanlah hal genting untuk di laksanakan.  
2. Nama : SS 
Umur : 25 
Saya rasa Perda ini efektif dalam mengendalikan peredaran miras 
tergantung kepada kinerja kita dan instansi lain dalam melakukan 
penegakan. Hal ini karena mengingat polisi dalam bertindak 
hanya bersifat represif yang berarti menindak pelaku usaha 
ataupun kehadiran minuman keras yang berizin dan tidak berizin 
di lakukan penindakan lebih lanjut.
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Penulis kemudian menanyakan tentang upaya yang sejauh ini 
digunakan Polres kota Palangka Raya untuk   mengimplementasikan 
Perda No. 23 Tahun 2014 di kota Palangka raya, informan menjawab: 
Untuk POLRES terutama SABHARA dalam hal ini melakukan 
kegiatan TIPIRING (Tindak Pidana Ringan) atau tindak pidana 
yang di ancam hukuman 3 bulan dan denda maksimal tiga ribu 
lima ratus dan kalau di PERMA Nomor 10 Tahun 2004 harus di 
kalikan sepuluh ribu jadi total tujuh juta lima ratus. Setelah itu, 
kami akan melakukan GIAT sebagaimana yang kami lakukan saat 
ini sebulan sebelum Ramadhan. Jika kami temukan tanpa izin 
maka akan kami proses tipiring tadi. Dan koordinasi antar 
lembaga juga terbilang baik sebagai contoh baru-baru saja 
dilakukan razia bersama pemerintah kota, TNI, SATPOL PP dan 
Polisi. 
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 Informan yang berinisial SS merupakan salah satu anggota kepolisian di 
Kantor Kepolisian Resor kota Palangka Raya. Lebih spesifik lagi informan saat ini 
merupakan anggota dari B-Sat SABHARA kepolisian Resor Kota Palangka Raya. 
Adapun pendidikan terakhir dari informan adalah Sekolah Menengah Atas. Penulis 
melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 4 Mei 2018 di Kantor Polisi 
Resor kota Palangka Raya pada pukul 11.00 WIB sampai dengan 12.50 WIB, 
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Penulis juga berusaha menggali lebih dalam mengenai faktor-
faktor penghambat dan pendukung implementasi Perda No. 23 Tahun 
2014 berdasarkan kaca mata informan sehingga ditemukan barometer 
keefektifan Perda ini dalam mengendalikan peredaran minuman keras 
di kota Palangka Raya, informan menjawab: 
Faktor penghambat di lapangan sejauh ini tidak ada,  sementara 
faktor pendorong efektivitas ini sudah terbantu dengan adanya 
koordinasi dan pembagian kewenangan antar lembaga.   
 
Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa keberadaan Perda ini 
menurut informan sudah efektif dan memuaskan. Kinerja antar lembaga 
dan garis koordinasi yang bisa dikatakan baik adalah faktor utama 
pendukung efektivitas Perda No. 23 Tahun 2014 sebagai hasil dari 
kinerja aparat penegak hukum.  
3. Nama : YD  
Umur : 29 
Implementasi di lapangan berkaitan pengendalian minuman keras 
di kota Palangka Raya, Polres lebih khusus SABHARA 
melakukan razia atau GIAT lapangan berdasarkan surat perintah 
atasan. Dalam rangka penertiban razia terbagi menjadi dua, 
khusus tugas kepolisian dan razia gabungan bersama aparat 
penegak hukum dari Pemerintah Kota maupun TNI. Razia juga 
dilaksanakan jika ditemukan adanya pengaduan dari masyarakat 
dan situasi yang menggambarkan intensitas tindak pidana sedang 
marak terjadi.    Pada momen bulan suci ramadhan dan natal razia 
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dilakukan sangat intens seperti bulan ini hampir dilakukan 
disetiap malam.
95
 
Penjelasan di atas merupakan uraian jawaban dari pertanyaan 
penulis tentang bentuk dan usaha yang dilakukan kepolisian kota 
Palangka Raya dalam hal ini unit SABHARA dalam menegakkan 
Perda Retribusi Pajak penjualan miras dan termasuk di dalamnya 
terkandung pengaturan tentang pengendalian Mira di kota Palangka 
Raya. Penulis kemudian mempertanyakan tindakan aparat penegak 
Perda ketika tidak menemukan leges (stiker) di setiap temuan botol 
Miras meskipun toko yang menjadi objek razia telah mendapat izin 
usaha? 
Miras yang beredar tanpa izin akan di musnahkan sementara itu, 
ada wacana bahwa penggunaan leges (stiker) ini tidak lagi 
digunakan kedepannya.  
Pemaparan di atas mengungkap fakta bahwa razia yang dilakukan 
oleh aparat penegak Perda dalam hal ini Polisi unit SABHARA masih 
sebatas pelaksanaan program kerja internal Polisi Resor Kota 
Palangka Raya dan razia gabungan dalam rangka penghormatan 
terhadap momen-momen tertentu. 
4. Nama : SM  
Umur : 32 
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 Perolehan data tersebut bersumber dari informan bernama YD yang menjabat 
sebagai Kepala Unit (Kanit) Patroli Sat-SABHARA. Adapun pendidikan terakhir 
dari informan adalah Sekolah Menengah Atas. Wawancara yang penulis lakukan 
tepat pukul 08.00-09.21 WIB tanggal 4 Mei 2018. 
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Muatan Perda ini sebenarnya bagus, namun memang ada 
beberapa pasal yang masih memerlukan penjelasan lebih jauh 
melalui Perwali (Peraturan Walikota). Misalnya penjelasan lebih 
lanjut tentang pasal 28 ayat (2) butir b tentang kata berdekatan 
dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, permukiman dan 
tempat tertentu lainnya. Kata berdekatan ini sebagai contoh harus 
diberikan penjelasan yang terang.
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Penulis juga berupaya untuk meminta pendapat informan tentang 
efektivitas  Perda No. 23 Tahun 2014 terhadap pengendalian 
peredaran minuman keras di kota Palangka Raya, informan 
menjawab: 
Perda ini memang belum efektif jika dilihat dari sudut pandang 
pengendalian peredaran minuman keras, karena Perda ini 
memiliki kekurangan contoh: ketika di dalam aturan Perda 
tersebut pembeli harus berusia di atas 17 tahun dibuktikan dengan 
menunjukkan kartu identitas diri, hal ini belum maksimal 
terlaksana sehingga pembeli tidak tepat sasaran, dalam artian ada 
pelaku usaha yang tidak menetapkan itu kepada pembeli, tetapi 
tidak semua pelaku usaha demikian. Oleh karena itu, diharapkan 
jika Perda ini direvisi maka, dibentuk Tim terpadu sebagaimana 
yang diatur di dalam Perda. Selain itu, diharapkan penjelasan 
terhadap Perda ini nantinya dapat dimuat hanya dalam satu 
Perwali. Persoalan lain juga tentang leges (stiker) minuman keras 
yang berfungsi tidak hanya sebagai salah satu sumber pendapatan 
daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun juga 
sebagai. Alat yang membantu untuk mengawasi dan 
mengendalikan peredaran miras, ketika botol minuman tadi di 
tempel stiker itu berarti legal untuk diperjual belikan namun, 
sebaliknya jika tidak ada stiker otomatis dianggap tidak berizin, 
adapun dengan tidak sesuainya anggaran penyediaan stiker 
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 Informan yang berinisial SM ini merupakan salah satu staff di Biro Hukum 
DPRD Kota Palangka Raya dengan pendidikan terakhirnya adalah gelar Sarjana. 
Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 5 Mei 2018 di Kantor DPRD 
kota Palangka Raya pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. 
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dengan kebutuhan stiker masyarakat tidak berimbang ini juga 
menjadi persoalan yang harus diatur ulang kedepannya.  
      
Mengingat informan merupakan memiliki kewenangan untuk 
membentuk turut serta dalam pembentukan Perda maka, penulis 
bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kapasitas yang di 
miliki oleh informan. Pertama-tama, penulis menanyakan kondisi 
muatan Perda ini dan kaitannya terhadap upaya pengendalian 
peredaran minuman keras di kota Palangka raya, informan menjawab: 
Penulis akhirnya mencoba menggali lebih dalam pendapat 
informan mengenai pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
seperti Peraturan Daerah yang seharusnya memuat 3 landasan salah 
satunya aspek sosiologis. Mengingat hakikat muatan materi Perda 
tentang Retribusi ini telah include dengan aturan pengendalian dan 
pengawasan terhadap peredaran miras. Penulis mempertanyakan 
materi muatan Perda ini apakah telah menjawab kebutuhan sosiologis 
masyarakat, informan menerangkan: 
Dari sudut pandang kami, dengan lahirnya Perda ini setidaknya 
telah memberikan sumbangsih terhadap keteraturan peredaran 
miras di kota Palangka Raya. Seandainya Perda ini tidak 
dilahirkan, peredaran miras tidak terkendali, tidak diketahui pasti 
golongan dan jenis yang beredar, bahkan jumlah yang diperjual 
belikan tidak dapat diukur dalam wilayah kita sehingga kita dapat 
meminimalisir efek negatifnya terhadap masyarakat . 
  
  Puncak dari sesi tanya jawab ini diselesaikan dengan satu 
pertanyaan tentang sudut pandang informan apakah Perda ini perlu 
dievaluasi atau tidak: 
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Iya, kami harap Perda ini secepatnya untuk di evaluasi dan 
direvisi ulang.  
 
Uraian sebelumnya menggambarkan keadaan Perda yang belum 
efektif karena berbagai faktor salah satunya karena implementasi di 
lapangan yang bermasalah. Selain itu, Perda ini juga masih memiliki 
banyak kekurangan sehingga berimplikasi urgent nya evaluasi terhadap 
keberadaan Perda itu sendiri.  
4. Nama :  FT  
Umur : 27 
Perda ini lebih khusus diperuntukkan untuk memberikan payung 
hukum agar berdaya guna bagi masyarakat dan pemerintah kota 
Palangka Raya, terlebih untuk memberikan kontrol terhadap minuman 
keras yang beredar dengan berbagai aturan yang bersifat memaksa, 
mengatur dan menertibkan hingga, akan memperkecil jumlah miras 
yang  beredar agar tidak bebas dan tetap terpantau. 
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Pernyataan di atas merupakan jawaban dari pertanyaan penulis 
mengenai keingintahuan penulis tentang opini informan terhadap 
efektivitas Perda yang penulis teliti. Beranjak kepada pertanyaan kedua 
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 FT merupakan Kepala Bagian (Kabbag) Peraturan Perudang-undangan di kantor 
Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya dimana pendidikan terakhirnya 
adalah strata satu atau sebagai seorang sarjana. Penulis melakukan wawancara langsung 
pada tanggal 7 Mei 2018 di Kantor Sekretariat Daerah  kota Palangka Raya pada pukul 
10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.  
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mengenai prosedur pembentukan peraturan daerah kota Palangka Raya, 
informan menjawab: 
Langkah awal dimulai dari pengajuan pembentukan Perda berbentuk 
draft oleh leading sektor, diajukan ke Bagian Hukum dan Ham. Lalu, 
Bagian Hukum dan Ham Sekertaris Daerah mempelajari dan 
memproses untuk pembahasan di satuan bersama anggota DPRD. 
Kemudian, setelah dilakukan pembahasan, hasil bahasan dan draft 
diajukan ke Biro Hukum Provinsi untuk difasilitasi dan memberikan 
tanggapan-tanggapan. Hasil dari mereka tadi dikembalikan kepada 
bagian Hukum dan HAM Setda untuk dibahas ulang bersama komisi-
komisi anggota dewan yang hasilnya dituangkan kepada Peraturan 
Daerah. Dengan tahap terakhirnya disahkan dan diundangkan. Baru 
dilakukan sosialisasi oleh dinas terkait, yang dalam hal ini 
DISPERIDAG mensosialisasikan kepada masyarakat dengan cara 
mengundang tokoh masyarakat, Kecamatan, Ketua RT/RW dari 
merekalah masyarakat juga diundang untuk sosialisasi ini. sementara 
pengawasan ditegakkan oleh Satpol PP. Adapun Tim Terpadu sebagai 
pengawas adalah PTSP dan PPNS bisa diambil dari tiap dinas terkait 
dan juga anggota bagian perundang-undangan.  
 
Penulis menanyakan apakah informan menilai Perda No. 23 Tahun 
2014 efektif dalam mengendalikan peredaran Miras di Kota Palangka 
raya, informan menguraikan jawabannya: 
Perda ini sebenarnya memang harus di evaluasi ulang bahkan 
dalam jangka 10 tahun, karena pasti akan lahir aturan-aturan 
terbaru dan kita harus mengikuti perkembangan ini, Perda ini 
sebenarnya juga sudah direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi 
tetapi belum turun. Dan memang Perda ini belum efektif.  
 
Fakta di atas mendeskripsikan bahwa keberadaan Perda No. 23 
Tahun 2014 masih belum efektif dalam mengendalikan peredaran 
Miras di kota Palangka Raya. Meskipun sudah ada upaya untuk 
melakukan evaluasi terhadap Perda ini, hasilnya masih belum dapat 
dipastikan. Tentu saja, hal ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu 
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guna melahirkan produk hukum yang baik dan mengejawantah nilai-
nilai dan harapan masyarakat kota Palangka Raya.  
5. Nama :  DM  
Umur : 37 
Upaya yang kami lakukan berdasarkan bidang kami adalah 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti pentingnya 
memperhatikan golongan atau tipe minol yang dijual agar sesuai 
dengan peraturan daerah. Mereka harus memperhatikan izin usaha 
dan lebel yang mereka miliki. Sosialisasi ini dilakukan hampir 
setiap hari door to door bersamaan dengan kegiatan patroli 
terhadap kaki lima dan yang selainnya, guna efesiensi anggaran dan 
waktu. Jika kami dapati pelanggaran ada yang menjual tanpa izin, 
misal di lingkar luar (warung remang-remang) ada menjual miras 
golongan A bir kadar 5%, tidak langsung kami tipiringkan, dengan 
alasan mereka menyediakan karena ada pelanggan yang ingin 
minum lalu mereka belikan 1 atau 2 botol atau di wisma kedapatan 
minum miras 1 botol tidak langsung kami tipiringkan. Kami 
lakukan pembinaan dan kami mintai surat pernyataan tidak akan 
melakukan hal demikian lagi dengan pengawasan RT disana. 
Demikian juga penjual  yang menjual miras kepada anak di bawah 
umur atau anak di bawah umur kedapatan minum miras di hotel. 
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Pernyataan di atas adalah pernyataan yang informan jelaskan 
mengenai peras serta Sat Pol PP dalam menegakkan dan mengendalikan 
peredaran Miras di kota Palangka Raya. Penulis kembali bertanya 
kepada informan dengan mengajukan pertanyaan apakah Perda No. 23 
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 Seseorang dengan inisial DM ini merupakan Kasi bimbingan 
dan Penyuluhan sekaligus penyidik Pegawai negeri sipil di kantor 
Satpol PP kota Palangka Raya. Sementara itu, pendidikan terakhirnya 
adalah Strata Satu atau Sarjana. Penulis melakukan wawancara 
langsung pada tanggal 21 Juni 2018 di Kantor Satuan Polisi Pamong 
Praja kota Palangka Raya pada pukul 13.00.00 WIB sampai dengan 
14.00 WIB 
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Tahun 2014 efektif dalam mengendalikan peredaran minuman keras di 
kota Palangka Raya, informan menjelaskan: 
Perda ini saya rasa sudah efektif namun, eksekusi di lapangan harus 
terpadu. Karena koordinasi di lapangan antara Disperindag sebagai 
din sektor pengawas secara teknis dengan Satpol PP selaku penegak 
Perda belum sinkron misal kami belum ada diberi data mana yang 
sudah mati, tidak berizin dan mati izinnya sehingga Satpoll PP sendiri 
yang mencari di lapangan. Karen  a selama ini razia gabungan yang 
dilakukan bersama Polres tidak terfokus kepada miras melainkan razia 
THM atau tempat hiburan malam, KTP, reklame, Prostitusi 
terselubung dan narkoba sekalian. Jadi, belum ada Tim terpadu 
sebagaimana yang ada tercantum di Perda.  
6. Nama : SR  
Umur : 28 
Ya kami menyediakan miras, bir saja sedikit, gak banyak itu pun 
hanya untuk yang minta, harga 60.000,-  perbotol. Cuman di beri sama 
yang sudah dikenal dan langganan kalau yang asing gak berani.
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Pernyataan singkat di atas merupakan jawaban informan atas 
pertanyaan penulis tentang kebenaran bahwa ada usaha jual beli  Miras tak 
berizin  Selain itu penulis juga ingin mengetahui jenis dan golongan Miras 
yang di jual oleh informan.  Penulis juga ingin mengetahui apakah pernah 
ada pemeriksaan dari aparat terhadap keberadaan miras di tempat usaha 
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 Informan terakhir yang penulis wawancara adalah salah satu pemilik warung 
remang-remang berinisial SR. Adapun lokasi wawancara berada di jalan Mahir 
mahar atau yang biasa di sebut sebagai jalan lingkar luar tanggal 22 Juni 2018 di 
Jalan Lintas Maher Mahar kota Palangka Raya pada pukul 10.00 WIB sampai 
dengan 10.30 WIB. 
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tersebut. Dan penulis juga mempertanyakan  jika razia dilakukan apa yang 
terjadi sesudahnya, informan pun menjawab: 
Ya  ada. Tapi kalau di tempat saya jarang. Biasa mereka lewat-lewat 
saja langsung ke daerah jembatan. Karena disana lebih banyak yang 
dijual mba, ada karoukenya dan lebih banyak cewe-cewenya. Kalau 
raziaan, juga biasa kan sudah ada yang hubungin kami duluan, kalau 
bakal ada razia. Kalau kedapetan ada, gak sampai ditangkap ko mba, 
cuman di cari ktp paling kalau ada botol-botol biar kosong dibawa.  
Yah adalah uang roko buat mereka bukan kami yang beri mba, tapi 
bosnya.  
Penulis juga  menanyakan seberapa sering pemeriksaan itu 
dilakukan. Apakah informan pernah mendapatkan sosialisasi Perda ini 
dari aparat berwenang, informan menjawab:  
Pemerikasaan itu sih, ramadhan tadi ada. Gak boleh buka. Kalau 
hari-hari lain jarang mba, hari-hari tertentu, bisa-bisa saja malam 
minggu. Sosialisasi gak pernah, gak tahu yang itu Perda. 
Dari pernyataan di atas, diketahui masih minimnya upaya 
penegakkan Perda oleh aparat yang bersangkutan dan diketahui masih 
adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat 
sekaligus aparat penegak Perda.  
7. Nama : NN  
Umur : 25 
Kami jual golongan A dan B. Kami bayar mba, semua kelengkapan 
surat-surat lengkap dan dua juta satu tahun bayarnya. 
100
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 Data ini bersumber dari seseorang yang bernama NN dan dari 
keterangan informan diketahui pendidikan terakhir yang di jalaninya 
adalah Sekolah Menengah Atas. NN adalah salah satu dari banyak 
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Pernyataan di atas adalah jawaban singkat dari pertanyaan penulis 
Pertanyaan pembuka yang penulis mengenai tipe/jenis dan golongan 
Miras yang tersedia di tempat informan jual tersebut. Penulis kemudian 
mempertanyakan apakah pernah ada pemeriksaan dari aparat baik 
Satpol PP, Polisi atau instansi terkait yang memeriksa izin usaha dan 
selainnya, informan menjawab: 
Setahun ini sih bisa dibilang hampir-hampir gak ada. Karna yang 
biasa datang yang bagian narkoba dan cukai, kalau Satpol PP gak 
ada. Mereka gak ngurus ini, tapi penertiban saja.  
Penulis juga menanyakan ketersediaan kebutuhan stiker untuk 
miras yang dijual, informan menjawab: 
Kita jual selalu pakai stiker mba. Karena sudah dari distributor. 
Penulis akhirnya tertarik untuk mengetahui besarnya animo 
masyarakat dalam membeli miras, informan menjawab: 
Ya sedang-sedang saja lah mba.   
Penulis akhirnya mengakhiri sesi tanya jawab dengan menanyakan 
kepatuhan penjual Miras terhadap Perda yakni dengan mempertanyakan 
                                                                                                                   
pemilik toko Miras di kota Palangka Raya. NN bisa lebih terbuka dan 
responsif dalam memberikan jawaban dari berbagai pertanyaan yang 
penulis tanyakan. Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 
21 Juni 2018 di toko milik salah seorang penjual Miras pada pukul 
13.00 WIB sampai dengan 13.40 WIB. 
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apakah penjual selalu memastikan usia pembeli melalui kartu identitas 
diri, informan menjawab: 
Ga. Itukan biasa di hotel kalau kami bebas-bebas saja. 
Dari uraian di atas   diketahui bahwa pengawasan terhadap 
penjualan minuman keras masih jarang dilakukan, dan penjual juga 
menetapkan waktu berjualan  berdasarkan kebiasaan lama yang telah 
mereka lakukan. 
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BAB V 
PEMBAHASAN  
Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari data yang diperoleh dan 
digali sedalam mungkin mengacu kepada rumusan masalah di Bab I penelitian. 
Analisis ini berupaya mengupas tuntas persoalan dan polemik yang terjadi 
mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 terhadap 
Pengendalian Peredaran Minuman Keras di kota Palangka Raya dan faktor 
pendukung dan penghambat efektivitas Peraturan Daerah ini. Adapun uraian 
analisis yang dimaksud terbagi menjadi beberapa subbab bahasan yakni sebagai 
berikut: 
A. Efektivitas Peraturan Daerah No. 23 tahun 2014 terhadap 
pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya 
1.  Substansi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014  
a. Aspek sosiologis filosofis Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 
 Pembentukan peraturan perundangan-perundangan dan atau peraturan 
daerah dalam pembahasannya dapat berupa pembentukan perumusan 
aturan-aturan umum seperti perubahan atas aturan-aturan yang sudah 
berlaku.
101
 Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap 
pengadaan peredaran, dan penjualan minuman keras di kota Palangka 
Raya serta, untuk meningkatkan pelayanan dan kemandirian daerah yang 
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 Sabian Ustman, Livig Law (Transformasi Hukum Saka Dalam Identitas 
Hukum Nasional),  2011, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 25.  
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berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan 
memperhatikan potensi daerah
102
 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 
merupakan perubahan terhadap Peraturan Daerah kota Palangka Raya 
Nomor 13 Tahun 2013. Hakikat pembentukan peraturan daerah ini adalah 
menciptakan ketertiban dan legitimasi yang mempertimbangkan 
kompetensi di dalam daerah.
103
  
Menurut analisa penulis langkah utama yang dilakukan dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan 
daerah harus selaras dengan prinsip hidup masyarakat yang seluas-luasnya. 
Ini berarti, menginduksi berbagai nilai dan norma yang hidup di tengah 
masyarakat lalu digunakan semaksimal mungkin demi tercapai keadilan 
yang sebesar-besarnya.  Hal ini senada dengan pendapat d‟Anjo yang 
dikutip oleh Sabian Ustman dalam bukunya Living Law: 
“...Orang tidak membuat undang-undang dengan cara duduk dalam 
satu ruangan dan kemudian memikirkan undang-undang apa yang 
akan dibuat. Menurut d‟Anjo ia merupakan proses panjang yang 
dimulai jauh dalam realitas kehidupan masyarakat....”104 
Penulis beranggapan penerapan dan pemahaman terhadap realitas 
yang ada dalam masyarakat harus disadari betul sebagai proses pemaknaan 
terdalam terhadap realita tersebut sehingga di temukan kenyataan hukum 
                                                         
102
  Konsideran 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Nomor 23 tahu 2014 tentang Izin 
Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, h. 1. 
103
 Sabian Ustman menjelaskan secara legitimasi harus adanya penerimaan dan 
pengakuan disamping sebagai ketahanan sosial yang merupakan suatu tujuan dari daerah 
atau negara  tetapi juga sudah mencapai legitimasi  
104
 Sabian Ustman Living., Loc Cit.,   h. 27. 
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yang hidup di masyarakat.  Penemuan terhadap hukum yang ada di 
lapangan inilah yang di sebut oleh Erhlich sebagai the law beyond the law 
atau hukum di luar hukum. Dan temuan di masyarakat akan terus 
berkembang menyebabkan peraturan daerah juga harus terus berkembang 
sedemikian rupa, sebagaimana klaim Ehrlich‟s yang dikutip oleh David 
Nelken dalam : artikelnya “Eugen Ehrlich, Living Law and Plural 
Legalities” yang menyatakan: “The Centre of gravity of legal development 
lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but 
in society itself.”(Pusat gravitasi dari perkembangan suatu hukum bukan 
bersumber dari proses legislasi atau ilmu perundang-undangan atau 
putusan pengadilan melainkan dari dalam masyarakat itu sendiri.) 
Menurut sudut pandang penulis, peraturan daerah nomor 23 tahun 
2014 belum mampu menampung prinsip hidup dan keyakinan mendasar 
yang di anut oleh masyarakat beragama kota Palangka Raya. Hal ini 
tergambar dari keterangan berikut: 
Perda ini memang dulu sepertinya dibuat tanpa naskah akademik. 
Pembuatan Perda awal yakni tahun 2012 itu dilakukan dengan sumber 
daya manusia yang kurang.
105
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 Informan yang berinisial SM ini merupakan salah satu staff di Biro Hukum 
DPRD Kota Palangka Raya dengan pendidikan terakhirnya adalah gelar Sarjana. 
Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 5 Mei 2018 di Kantor DPRD 
kota Palangka Raya pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. 
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Keterangan tersebut mengungkap bahwa keberadaan naskah akademik 
digunakan untuk benar-benar mengkaji kondisi yang nyata di masyarakat 
karena, kajian naskah akademik bersifat netral dari berbagai kepentingan. 
Sementara itu, masyarakat kota Palangka Raya dengan jumlah Muslim 
terbesar kemudian disusul dengan umat Kristiani, Hindu, Hindu 
Kaharingan, Katolik dan lain lain. Penulis meyakini tidak ada agama yang 
menganjurkan pemeluknya mengonsumsi minuman keras terlebih yang 
dapat mengancam nyawa dan menimbulkan keresahan di masyarakat.  
 Secara sosiologis penulis juga meyakini bahwa masyarakat kota 
Palangka Raya selain sebagai masyarakat beragama, masyarakat kota 
Palangka Raya menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku hingga kini, 
baik norma susila, kesopanan dan sosial. Tidaklah mengherankan jika ada 
warga yang mabuk juga mengganggu ketertiban masyarakat dilaporkan 
dan ditangkap oleh kepolisian kota Palangka Raya.
106
 Peraturan Daerah 
nomor 23 tahun 2014 belum secara maksimal memperhatikan aspek 
sosiologis masyarakatnya, hal ini terbukti dengan minimnya perhatian 
terhadap ketentuan yang memperkecil intensitas peredaran juga 
pembatasan jumlah Miras dan penjual Miras di kota Palangka Raya.
107
 
b. Kekosongan norma hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 
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 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resort 
Palangka Raya, Data TIPIRING Tahun 2018 kota Palangka Raya. 
107
 Lihat Peraturan Daerah kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2014 tentang Izin 
Retribusi Penjualan Minuman Keras di kota Palangka Raya.  
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Temuan penulis di lapangan, kuatnya ketertarikan masyarakat untuk 
membeli dan menjual minuman keras tidak berimbang dengan keyakinan 
dan norma yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat. Hal ini senada 
dengan pernyataan berikut: 
Faktor penghambat efektivitas Perda ini ada beberapa: pertama, 
Kendala yang dialami adalah kami DISPERINDAG tidak 
memiliki PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil). Kedua, 
Peminat minum minuman keras di kota Palangka Raya bisa 
dikatakan tinggi dan animo masyarakat yang ingin menjual 
minuman keras pun banyak. Ketiga, Tidak ada pembatasan dan 
hitungan yang jelas tentang jumlah ataupun toko yang boleh 
beredar di dalam Perda tersebut. Keempat, Batasan kata 
berdekatan  dengan tempat ibadah dan yang lain di dalam Perda 
minuman beralkohol tidak jelas di atur. Sementara itu, faktor 
pendukungnya adalah para pelaku usaha memiliki kesadaran 
untuk selalu membayar retribusi pajak, kalaupun ada yang tidak 
berizin pasti di tindak lanjuti oleh aparat penegak hukum seperti 
polisi.
 108
 
Kepala daerah/Walikota berwenang melakukan pengawasan dan 
pengendalian serta penertiban peredaran minuman beralkohol di kota 
Palangka raya. Pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan 
penertiban peredaran dan penjualan minuman keras di kota Palangka Raya 
dilakukan bersama instansi terkait. Akan tetapi, dalam hal pembatasan 
jumlah dan golongan yang boleh beredar di wilayah kota Palangka Raya 
tidak dilakukan. Meskipun hal tersebut tertuang dalam pasal 22 Bagian 
Ketujuh tentang Larangan, kewajiban, Pengawasan dan Pengendalian: 
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 Data yang didapat bersumber dari seseorang yang berinisial MH yang bekerja 
sebagai salah satu pegawai di bidang pemasaran, promosi dan pendaftaran di Dinas 
Perindustrian dan perdagangan kota Palangka Raya. Wawancara dilakukan pada tanggal 4 
Mei 2018 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Palangka Raya pada pukul 
08.00 WIB sampai dengan 09.21 WIB 
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(7). Dalam Rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol 
Pemerintah Kota Palangka Raya perlu melakukan pembatasan pemberian 
izin tempat penjualan minuman beralkohol yang akan di atur lebih lanjut 
dengan peraturan Walikota. 
Terkait jam buka dan tutup tempat penjualan minuman keras yang tidak 
di atur secara jelas membuat pedagang menetapkan waktu secara subjektif 
pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 00.00 WIB.
109
  Penulis melihat bahwa 
pengaturan ini begitu penting dilakukan agar meminimalisir dampak negatif 
penjualan Miras.   Dengan bukanya toko-toko penjual Miras tanpa 
pengaturan pasti bisa saja mengakibatkan pelajar membeli Miras pada jam 
sekolah dan mempermudah akses pembelian dengan selalu tersedianya 
toko-toko Miras pada waktu yang tidak terbatas. Dengan demikian, semakin 
banyak pembeli Miras dalam waktu satu hari akan memperbanyak 
peredaran Miras di kalangan masyarakat. Meskipun secara yuridis 
pengaturan jam buka dan tutup tercantum pada pasal 30 BAB XIV Larangan 
dan Kewajiban: 
“Waktu buka dan tutup tempat penjualan minuman beralkohol baik 
diminum di tempat maupun tidak minum diatur melalui peraturan Walikota 
Palangka Raya”110 
  Persoalan pelarangan meminum minuman dan menjual minuman 
beralkohol telah di atur pula pada Perda Nomor 23 Tahun 2014 pasal 28 
yang melarang meminum minuman beralkohol dan menjual minuman 
                                                         
109
 Wawancara bersama ibu bersama NN. 
110
 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 pasal 30 h.14. 
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beralkohol disembarang tempat kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan 
dan di izinkan oleh Walikota Palangka Raya antara lain:  
 
a. Warung/kios, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, 
rumah billyard, panti pijat, terminal, kios-kios kecil, tempat kost 
dan bumi perkemahan. 
b. Berdekatan dengan tempat-tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, 
permukiman dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh 
walikota.  
 
Walaupun diatur demikian, berdasarkan observasi penulis masih di 
temukan toko-toko yang berjualan di dekat tempat ibadah, rumah sakit, 
warung remang-remang, sekolah dan perguruan tinggi, hal ini terjadi karena 
tidak adanya rincian pasti pengaturan jarak toko para penjual yang berakibat 
kepada peredaran Miras di kota Palangka Raya dapat beredar di mana saja.  
Dilain pihak,  dengan adanya temuan-temuan minuman keras pada 
kegiatan razia kepolisian atau razia insidentil beberapa instansi bersama 
pihak kepolisian menunjukkan masih lepasnya pengawasan terhadap 
minuman keras yang beredar di kota  Palangka raya.  
2. Penegakkan Peraturan Daerah kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2014 
 Pada hakikatnya penegakkan hukum merupakan upaya menyelaraskan 
nilai-nilai hukum dengan merefleksikannya dalam tindak laku sehari-hari 
guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan 
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dengan menerapkan sanksi-sanksi.
111
 Tujuan penegakkan hukum juga 
diartikan bagaimana memberikan rasa aman dan damai dalam kehidupan 
bermasyarakat. Penegakkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 
23 Tahun 2014 merupakan usaha mengejawantah nilai dan norma yang 
terkandung guna terciptanya keseluruhan tujuan dan nilai dasar 
pembentukan peraturan daerah itu sendiri. Untuk itu, Titik Triwulan Tutik 
membagi pola penegakkan hukum kepada dua jenis: 
a. Wewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai 
kepentingan (jurisdiction of legislation atau jurisdiction of law). 
b. Wewenang penegakkan aturan hukum yang berlaku (jurisdiction to 
enforce of the law).
112
 
 Berdasarkan pembagian di atas juga berdasarkan hasil observasi 
penulis di lapangan, kewenangan pembuatan peraturan daerah yang di 
miliki oleh DPRD kota dan Pemerintah kota Palangka Raya belum 
sepenuhnya optimal berjalan. Terjadinya kekosongan hukum tentang 
perincian dan penjelasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 
2014 masih menjadi problematika.
113
 Fakta lainnya adalah lemahnya 
sumber daya manusia pembentuk Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 
pada saat itu menyebabkan Perda ini nir-sosiologis.  
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 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, 2006, Jakarta: Prestasi Pustaka, h. 
226.  
112
 Titik Triwulan Tutik, Pengantar., Op Cit.,. h. 227. 
113
 Kekosongan hukum terhadap perincian dan penjelasan lebih lanjut ini terungkap 
melalui wawancara penulis bersama informan SF yang menguraikan bahwa tidaksiapan 
sumber daya manusia dalam bidang hukum menjadi penyebab tidak pernah terbentuknya 
peraturan yang mendampingi peraturan daerah nomor 23 tahun 2014 dan pembentukan 
peraturan ini tidak didahului melalui pembentukan naskah akademik dengan alasan yang 
sama.  
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Penegakan hukum juga dikenal dengan istilah “law enforcement”, 
“rechtstoepassing”, atau “law in action yakni proses atau cara (perbuatan 
penegakkan) hukum. Dengan kata lain, bagaimana hukum itu tetap berdiri 
kukuh dan dapat ditaati dengan baik oleh warga masyarakat. Penegakkan 
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dilakukan oleh aparat penegak 
hukum seperti Satpol PP, Kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
juga Pemerintah kota Palangka  Raya.  
Menurut hemat penulis semua aparat penegak Perda telah berupaya 
semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dengan segala keterbatasan 
yang ada. Akan tetapi, kenyataan lain yang juga tidak bisa dipungkiri adalah 
adanya model penegakkan yang tidak sehat. Sebagaimana berikut: 
Ya  ada. Tapi kalau di tempat saya jarang. Biasa mereka lewat-lewat 
saja langsung ke daerah jembatan. Karena disana lebih banyak yang 
dijual mba, ada karoukenya dan lebih banyak cewe-cewenya. Kalau 
raziaan, juga biasa kan sudah ada yang hubungin kami duluan, kalau 
bakal ada razia. Kalau kedapetan ada, gak sampai ditangkap ko mba, 
cuman di cari ktp paling kalau ada botol-botol biar kosong dibawa.  
Yah adalah uang roko buat mereka bukan kami yang beri mba, tapi 
bosnya.
114
 
Konsep dasar dari sebuah penyelenggaraan penegakkan yang baik adalah 
bagaimana agar setiap tindakan atau perbuatan itu dapat memberikan 
pelayanan yang terbaik guna meningkatkan kesejahteraannya baik secara 
                                                         
114
 Informan terakhir yang penulis wawancara adalah salah satu pemilik warung 
remang-remang berinisial SR. Adapun lokasi wawancara berada di jalan Mahir mahar atau 
yang biasa di sebut sebagai jalan lingkar luar tanggal 22 Juni 2018 di Jalan Lintas Maher 
Mahar kota Palangka Raya pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB 
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lahiriah maupun batiniah.
115
 Fakta lain di lapangan yang penulis dapatkan 
masih ada oknum yang mencari keuntungan pribadi dalam proses 
penegakkan Perda ini menyebabkan penegakkan Perda ini belum bisa 
dikatakan sepenuhnya menjunjung tinggi nilai kedaulatan untuk rakyat.
116
  
       Robert E. Park sebagaimana yang dikutip oleh Nicholas Abercrombie 
dkk dalam Kamus Sosiologi, ia melihat bahwa di dalam relasi sosial dalam 
hal ini penulis mengerucut ke dalam relasi antar struktur penegak 
didominasi 4 prinsip: kooperasi, kompetisi, akomodasi dan asimilasi.
117
 
Ketika salah satu dari prinsip ini mendominasi maka hukum yang telah 
dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dan sekaligus dijadikan sebagai 
                                                         
115
 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, 2014, Jakarta: Prenadamedia Group, 
h. 122.  
116
 Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan pertama penjual minuman 
keras yang tidak berizin ini dapat memberikan uang aman agar usaha mereka dapat berjalan 
seperti biasanya. Adapun, berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan kedua 
terdapat aparat  penegak yang tidak transparan dalam hal penjualan sehingga mempersulit 
upaya penegakkan di lapangan. Sementara hasil wawancara penulis bersama SF 
menunjukkan adanya aparat yang menentang dilakukannya evaluasi terhadap Perda ini 
sehingga Perda ini tetap berjalan meskipun telah diketahui memiliki kekurangan. Kata 
kedaulatan berasal dari kata sovereignity (bahasa inggris) yang berarti yang tertinggi. 
Kedaulatan rakyat dimaksudkan sebagai kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau  
tandingan atau imbangan terhadap kekuasaan penguasa tunggal atau yang berkuasa. Maka 
negara diciptakan karena suatu perjanjian kemasyarakatan antara rakyat. Tujuannya adalah 
melindungi hak milik, hidup, kebebasan baik terhadap  bahaya-bahaya dari dalam maupun 
bahaya dari luar. Kedaulatan rakyat dalam pandangan Resseou dimana rakyat adalah 
penguasa tertinggi karena pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Lihat 
Ni‟matul Huda , Ilmu Negara, 2017, Depok: Rajawali Pers, h.189. 
117
 Nicholas Abercrombie dkk, Kamus Sosiologi, 2006, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
h. 400.  
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instrumen atau sarana pemerintahan ternyata bisa saja terlaksana dengan 
baik atau kurang baik.
118
 
Dalam hakikat negara modern pemegang kedaulatan tertinggi berada 
di tangan rakyat dan berdasarkan kehendak rakyat. Pada saat ini istilah 
kedaulatan tertinggi semakin kehilangan eksistensinya melainkan hanya 
disanjungkan sebagai dewa dalam mystik dan atas  namanyalah ulama-
politik dari berbagai olygarsi bertindak. Keberadaan aparat penegak Perda 
dan kedudukan serta kuasanya yang menyuarakan kehendak rakyat 
sepatutnya memahami perwujudan aparat penegak hukum yang optimal 
dan profesional dalam melayani. Kehendak rakyat adalah kehendak umum. 
Satu-satunya dasar yang permanen bagi suatu pemerintah.
119
 Penulis 
meyakini, lahirnya Perda Nomor 23 Tahun 2014 tidak saja bertujuan 
meredam amarah masyarakat kota Palangka Raya terhadap peredaran 
Miras yang tidak terkendali. Tetapi, lebih kepada kelanjutan yang continue 
memegang prinsip jawaban akan keadilan bagi masyarakat kota Palangka 
Raya keseluruhan sehingga, tidak ada yang merasa dirugikan.  
Penegakkan hukum selain sebagai proses penerapan norma hukum 
melainkan upaya pengaturan masyarakat yang baru berarti jika didukung 
oleh sanksi yang tegas dan jelas sehingga  menegakkan keadilan 
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 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemeritahan., Op Cit.,  h. 288. 
119
Mac Iver, Negara Modern, Pentrj. Moertono, 1988, Jakarta: Aksara Baru, 194.   
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vindikatif.
120
 Purnadi Purbacaraka dalam Aminuddin Ilmar memberikan 
pengertian bahwa penegakkan hukum merupakan proses penyerasian 
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan 
nilai yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai suatu 
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan  adanya 
kedamaian, baik dari segi social engineering dalam arti memelihara dan 
soial control dalam arti mempertahankan suasana damai dalam pergaulan 
hidup masyarakat.
121
  
       Tujuan penegakkan hukum sejatinya adalah bagaimana memberikan 
rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakkan hukum 
yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyerasian antara nilai 
dan substansi hukum perilaku nyata warga masyarakat. Berdasarkan 
pengamatan penulis penegakkan Perda ini pula terbatas kepada pola patuh 
dan tidak patuhnya aparat maupun  masyarakat terhadap Perda yang 
terkesan prosedural dalam pencapaian tujuan Perda.  Padahal lebih dalam 
dari pada itu, semboyan pemerintah milik rakyat atau pemerintahan yang 
berorientasi pemberdayaan masyarakat yang tidak sekedar melayani.
122
  
                                                         
120
 Keadilan vindikatif  seperti menjatuhkan hukuman berdasarkan alasan dan alasan 
yang jelas dan mendasar, dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentimen, 
kesetiakawanan, kompromistik dan atau alasan lain (sabian ustman ) 
121
 Ibid., h. 289.  
122
 Faried Ali dkk, Op Cit.,  h. 64. 
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 Sebagaimana yang diuraikan para penganut Teori Hukum Kritis 
bahwa kegagalan sistem hukum yang terjadi masa kini  adalah tidak 
sempurnanya etis dari sistem hukum. Maksudnya sistem hukum itu kering 
dengan hakikat etika dan moralitas.
123
  
4. Budaya hukum masyarakat kota Palangka Raya 
Penegakkan hukum pada dasarnya bersumber dari masyarakat dan 
untuk masyarakat. Oleh karena itu masyarakat berpengaruh besar dalam 
proses penegakkan hukum.
124
 Dalam hal ini, masyarakat kota Palangka 
raya adalah masyarakat yang majemuk (plural society) terdiri dari 
berbagai suku dan agama. Perbedaan pada suku dan agama kemudian 
melahirkan budaya atau adat yang berbeda satu sama lain baik pada 
individu, kelompok dan masyarakat kota Palangka Raya secara umum.  
Masyarakat yang majemuk ini akhirnya membentuk berbagai sikap 
terhadap hukum dan sistem hukum  seperti kepercayaan, nilai, ide dan 
harapan-harapan. Moh. Mahfud MD dalam bukunya menerangkan situasi 
pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 
itu dituruti, dilanggar, dan disimpangi sebagai budaya hukum.
125
 
Berdasarkan analisa penulis budaya hukum yang berkembang di 
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 E.Fernindo M. Manullang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, 2016, 
Jakarta: Prenada Gramedia Group, h. 127.  
124
 Sabian Ustman, Op Cit.,, h. 25. 
125
 Moh. Mahfud MD, Op Cit, h. 2018.  
86 
 
 
masyarakat kota Palangka Raya belum cukup baik dengan beberapa 
alasan: 
a. Banyaknya kekosongan hukum yang terdapat di dalam Peraturan 
Daerah kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2014 menyebabkan para 
pejabat yang berwenang atas Perda ini mengeluarkan keputusan 
lanjutan yang merupakan kehendak dari pemerintah. Kenyataan 
seperti ini akan mengaburkan makna substantif Perda yang 
pelaksanaannya acapkali tidak profosional. 
b. Kesadaran hukum masyarakat serta para penyelenggara dan pelaksana 
Perda masih penulis katakan  lemah. Meskipun pengaturan terhadap 
larangan penjualan Miras tanpa izin telah tercantum dalam Perda dan 
larangan mengonsumsi miras telah tertanam dalam benak keyakinan 
beragama. Masih ditemukan pelanggaran yang merangkul masyarakat 
yang beragama. Tentu saja perbaikan nilai moralitas tidak terbatas 
pada substansi Perda Nomor 23 Tahun 2014 melainkan kepada 
masyarakat itu sendiri.  
c. Lemahnya sanksi yang diterapkan kepada pelaku penyelenggara Perda 
membuat penegakkan Perda ini seringkali kecolongan. Para pelanggar 
Miras tanpa izin tidak merasakan efek jera berarti dalam proses 
tangkap tangan karena sanksi administratif yang relatif kecil.    
Semua sebab yang penulis ungkapkan di atas akan membentuk pola dan 
tindakan yang mencerminkan aspek moral sebagai kultur hukum dan pada 
gilirannya mempengaruhi pemikiran dan perilaku penegak hukum. pola 
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kelakuan para penegak hukum yang dipengaruhi oleh kultur hukum 
diilustrasikan sebagai berikut:
126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan pandangan penulis tidak terbatas kepada perbaikan substansi 
peraturan daerah dan perilaku serta moralitas penegak hukum melainkan 
rekontruksi budaya hukum yang ideal dengan adanya tingkat sadar hukum 
yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Jika ditinjau dari sisi syari‟at Islam 
                                                         
126
 Faried Ali dkk, Op Cit., h. 145. 
Kebudayaan  
Kultur sosial 
Ilmu 
pengetahuan 
Sistem 
kepercayaan 
Tradisi Moral Dll 
Kultur Hukum 
Penegak 
hukum 
88 
 
 
maka, pola tindakan yang taat kepada hukum telah lama di ajarkan semenjak 
berusia anak-anak hingga ia dewasa. Ketaatan tidak semata kepada Allah 
Swt., dan Rasul-Nya melainkan Ulil Amri diantara masyarakat melalui aturan 
yang terlah dibuatnya.  
B. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas Peraturan Daerah 
No. 23 tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman 
keras di kota Palangka Raya 
1. Faktor pendukung : 
a. Aparat penegak hukum yang terus berbenah diri untuk memberikan 
pelayanan yang lebih baik. 
b. Penjual minuman keras yang telah memiliki izin di kota Palangka 
Raya tertib membayar pajak dan melaporkan usahanya. 
c. Penegakkan hukum oleh aparat 
Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah 
diundangkan dalam lembaran dan peraturan kepala daerah yang telah 
diundangkan dalam berita daerah. Untuk menegakkan peraturan daerah, 
dibentuk satuan Polisi Pamong Praja yang dapat diangkat sebagai 
penyidik pegawai negeri sipil dan melakukan penyidikan, serta 
penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh 
pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan.
127
 Penegakkan hukum dalam hal ini peraturan 
daerah  juga sangat berkaitan dengan bagaimana implementasi peraturan 
tersebut di lapangan.
128
  
 Implementasi yang merupakan upaya dari penegakkan hukum ini 
tidak hanya sekedar persoalan mekanisme penjabaran keputusan-
keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi 
melainkan lebih kedalam kompleksitas penegakkan hukum, keputusan 
siapa dan mendapatkan apa dari suatu kebijakan. 
129
 Guna menegakkan 
peraturan daerah diperlukan pemenuhan sumber daya yang mendukung 
berupa sarana prasarana, prosedur dan yang selainnya yang mendukung 
implementasi dan penegakkan hukum dalam Perda tersebut secara 
efektif.
130
  
2. Faktor penghambat 
a. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah  Nomor 23 Tahun 
2014.  
Penegakkan peraturan hukum khususnya peraturan daerah di kota 
Palangka Raya tentu tidak terlepas dari peran-peran lembaga atau 
organisasi yang menegakkan peraturan yang ada. Organisasi-
organisasi atau lembaga berwenang ini menjadi perangkat keras 
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penegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat.
131
 Hukum sebagai 
peraturan perundang-undangan, tertulis maupun tidak, berfungsi 
melakukan pengaturan dalam berbagai aspek kehidupan manusia 
dengan berbagai alat pemaksanya.  
       Di dalam tahap ini hukum hanya terlihat sebagai sesuatu yang 
abstrak atau hanya yang diinginkan yang disebut ius constituendum.
132
 
Untuk melihat hukum sebagai bentuk yang konkret maka, diperlukan 
perangkat pemberlakuan. Perangkat yang terdiri dari organisasi yang 
terstruktur dan dimasukkan sebagai bagian kerangka penegak hukum 
yang disebut struktur hukum.
133
 Struktur hukum yang bekerja apabila 
sesuai dengan fungsi-fungsi yang diemban akan memperlihatkan 
prestasi yang dicapai atau kinerja dari struktur tersebut.  
Penegakkan Peraturan Daerah di kota Palangka  Raya yakni Perda 
Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan: 
 “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP 
adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan 
ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan 
pelindungan masyarakat.” 
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Berdasarkan pasal inilah, penulis menelusuri kinerja Satpol PP 
kota Palangka Raya selaku aparat penegak Perda dan menemukan 
bahwa Satpol PP belum mampu secara optimal dalam menegakkan 
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 terhadap pengendalian 
miras. Bukan tanpa alasan yang jelas, banyaknya kendala  di lapangan 
menyebabkan belum maksimalnya aparat dalam bertindak seperti 
tidak adanya sanksi tegas dan eksplisit terhadap pengedar miras yang 
tidak berizin. Selain itu juga dikarenakan tidak adanya petunjuk teknis 
yang jelas mengatur prosedur pemeriksaan dan razia di lapangan 
menyebabkan Satpol PP  bertindak hanya dengan melihat unsur 
kemaslahatan yang ada. 
Kenyataan ini menyebabkan para penjual tetap berjualan dan 
mengindahkan teguran serta perjanjian dari surat pernyataan yang 
mereka buat. Begitu lemahnya efek jera yang mereka peroleh bahkan 
tidak di ditipiringkan menimbulkan pelaku tetap meneruskan usaha 
mereka 
134
.  
“Kami melakukan penegakkan selama ini dengan inisiatif dan 
kreativitas kami pribadi. Karena kurangnya koordinasi dengan 
leading sector selaku pengawas teknis. Kami tidak mengetahui di 
mana tempat yang masih berizin, tidak berizin dan izinnya sudah 
mati.  Kami menelusuri sendiri, kalaupun ada raziaan gabungan 
seperti yang dilakukan di bulan ramadhan ya, itu gak semata 
untuk penegakkan pengendalian miras, tetapi semua aspek. 
Pemeriksaan pengunjung usia dibawah umur dengan 
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menunjukkan KTP, pemeriksaan narkoba, pokonya semuanya 
yang ada dalam peraturan daerah kota Palangka Raya. Kalau 
penjual miras yang tak berizin kedapatan ada, daerah lingkar luar. 
Tapikan, mereka cuman jual 1 atau 2 botol saja mba kalau mau 
ditipiringkan melalui proses pengadilan kan gak sesuai dengan 
harga botol yang dijual. Mereka itu, cuman bermasalah ditempat 
bahwa mereka gak boleh jual miras dan minum di tempat 
mereka.”135 
Sebagaimana pernyataan di atas juga diketahui lemahnya tingkat 
koordinasi antar lembaga. Hal tersebut di atas juga dilakukan oleh aparat 
kepolisian unit SABHARA dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
upaya yang dilakukan terhadap penjual tak berizin dengan intensitas miras 
dijual adalah terbilang kecil hanya dilakukan pembinaan terhadap 
masyarakat yang bersangkutan, hal ini juga disebabkan adanya 
pertimbangan untuk kemaslahatan masyarakat yang bersangkutan.  
Tidak terbatas kepada bentuk penegakkan Perda melalui pemeriksaan 
dan razia, melainkan lemahnya pengawasan terhadap para penjual 
minuman keras di kota Palangka Raya turut menjadi realitas di lapangan. 
Salah satu faktor yang terungkap adalah  karena tim yang dibentuk untuk 
melakukan pemeriksaan hanya dilakukan pada momentum tertentu seperti 
menyambut Ramadhan dan Natal. Yang demikian itu pula hanya dalam 
rangka pemeriksaan semua pelanggaran Perda yang ada di kota Palangka 
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Raya, tidak bergerak secara berkala melakukan peninjauan dan evaluasi 
terhadap keberadaan Miras.  
Terbentuknya Tim Terpadu sesungguhnya merupakan amanah dari 
pasal 15  Peraturan Daerah kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2014 
Bab XI Pengawasan dan Pengendalian yang mengatur sebagaimana 
berikut: “(1). Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran minuman 
beralkohol dilaksanakan oleh Tim Terpadu antara Pemerintah Kota 
Palangka Raya dengan Kepolisian dan instansi terkait lainnya.” Sementara 
itu, pada pasal 6 bagian Kedua Perda Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pengendalian Tim terpadu bertugas melakukan peninjauan dan evaluasi 
kelayakan secara berkala terhadap tempat-tempat penjualan minuman 
beralkohol. Maka, dapat di pastikan keberadaan Tim Terpadu merupakan 
perangkat keras yang seharusnya mampu menjadi harapan besar bagi 
kesuksesan penegakkan Perda Nomor 23 Tahun 2014. 
Fakta lain dari observasi penulis terhadap beberapa toko penjual 
minuman keras di kota Palangka Raya juga masih di temukan minuman 
keras yang tidak memiliki stiker pengendalian. Tidak hanya itu, juga 
ditemukan pemasangan stiker yang tidak sesuai dengan tata cara 
pemasangan stiker sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah 
Nomor 23 Tahun 2014, Bagian Keenam, Tata Cara Permintaan dan 
Pemasangan Stiker: “(3).Pemasangan/penempelan stiker pengawasan dan 
pengendalian  minuman beralkohol harus dipasang melingkar dan melekat 
pada setiap botol”. 
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Melalui pengamatan penulis, stiker tidak dipasang melingkar 
melainkan hanya menempel pada bagian ujung botol dan tengah tutup 
bahkan ada lem yang lepas, hal ini salah satu penyebab sulitnya 
memprediksi berapa jumlah minuman keras yang legal beredar di kota 
Palangka Raya. Stiker yang mudah lepas ini tentu saja dapat 
mengakibatkan penjual dapat mencabut dan meletakkan kepada kemasan 
yang belum di jual, alhasil kerugian yang di timbulkan tidak saja menutup 
jalan terang terhadap jumlah Miras berizin yang beredar bahkan lepas dari 
maksud dan tujuan adanya stiker sebagai alat pengendalian. Sebagaimana 
yang ditentukan pada pasal 17 : “Stiker pengawasan dan pengendalian 
peredaran minuman beralkohol digolongkan berdasarkan kadar alkohol 
(ethanol) setiap jenis minuman beralkohol, baik yang diproduksi di Dalam 
Negeri maupun Luar Negeri”. Juga Pasal 18 : “Dalam rangka Pengawasan 
dan pengendalian minuman beralkohol, setiap botol/kaleng minuman 
beralkohol yang diedarkan oleh distributor dan sub distributor ke pengecer 
harus melalui sistem pengawasan dan pengendalian peredaran minuman 
berlakohol berupa penempelan stiker pada kemasan botol/kaleng minuman 
beralkohol.” 
 
b. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tidak memiliki naskah 
Akademik. 
Pada dasarnya setiap pembentukan Peraturan Daerah  harus memiliki 
naskah akademik. Hal ini berdasarkan pasal 63 pada bagian keenam 
tentang penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota Undang-Undang 
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Nomor 12 Tahun 2011: “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan 
Daerah Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 sampai 
dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.136 Sementara ketentuan pada pasal 56 
ayat (2) menyebutkan : “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan 
dan/atau Naskah Akademik.”137 
Berangkat dari penjelasan di atas naskah akademik dapat diartikan 
sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian 
lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu 
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap 
permasalahan atau kebutuhan hukum masyarakat.
138
 Kehadiran naskah 
akademik  memberikan gambaran mengenai kondisi hukum yang ada atau 
peraturan yang perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi 
atau materi yang akan di atur. Naskah akademik juga memuat keterkaitan 
peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-
undangan yang lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, 
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memperjelas status perundang-undangan yang ada sehingga mencegah 
terjadinya tumpang tindih peraturan.
139
  
c.  Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014  tidak memiliki Peraturan  
Walikota atau Peraturan Kepala Daerah.  
Sebagai salah satu syarat  suatu peraturan daerah dikatakan efektif 
adalah materi muatan Perda tidak menimbulkan permasalahan. 
Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 
2014 terdapat beberapa pasal yang memerlukan kejelasan dan rincian 
mendalam melalui Peraturan Walikota Palangka Raya. Adapun fungsi dari 
Peraturan Walikota ( Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah) 
adalah dalam rangka menyelenggarakan pengaturan terhadap pelaksanaan 
peraturan daerah yang bersangkutan atau tugas pemerintah, dan 
merupakan fungsi delegasi dari peraturan daerahnya.  
Hal ini berdasarkan pasal 146 Undang-Undang  RI Nomor 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang yang lainnya yang 
menyebutkan: “Peraturan Kepala Daerah dan atau keputusan kepala 
daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda  dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “ Dari uraian tersebut 
dipahami bahwa kejelasan bunyi pasal yang harusnya termuat dalam 
peraturan Walikota bersifat penting dan urgent. Contohnya: pengaturan 
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persoalan pemberian izin tempat penjualan miras sebagaimana yang 
tercantum pada  bagian kelima tentang bentuk, ukuran, tulisan dan warna 
stiker yang mengatur : “Bentuk, Ukuran, Tulisan dan Warna Stiker lebih 
lanjut diatur dalam peraturan Walikota.” Tidak adanya peraturan Walikota 
yang guna mendampingi peraturan daerah ini juga menyebabkan sulitnya 
pelaksanaan penegakkan peraturan daerah di lapangan.  
d. Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai 
Sarana dan prasarana  yang di maksud terdiri dari beberapa. Pertama, 
sosialisasi kepada masyarakat masih minim dilakukan. Sosialisasi yang 
dilakukan hanya dilaksanakan terhadap calon pengusaha yang ingin 
memulai usahanya. Adapun usaha yang dapat dilakukan untuk menunjang 
keberhasilan sosialisasi dibutuhkan sarana transportasi yang memadai, 
selain itu juga menggunakan media komunikasi yang lain misalnya koran, 
media sosial, poster, baliho, pamflet, pelatihan dan berbagai macam 
perlombaan.  
Kedua, Persediaan dana atau anggaran biaya yang diperlukan selama 
ini tidak mencukupi. Oleh karena itu, penganggaran dan ketersediaan dana 
haruslah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.  Ketiga, sarana dan prasaran 
yang juga tidak ada seperti tidak adanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
selaku penyidik serta penyelidik pelanggaran Perda di salah satu instansi 
dan tidak adanya Tim Terpadu untuk melakukan pengawasan terhadap 
pengendalian peredaran minuman keras. Tim Terpadu tersebut Minimal 
terdiri dari beberapa unsur terkait: 
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a) Satuan Kerja Perang kat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung 
jawab di di bidang perindustrian dan perdagangan; 
b) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung 
jawab di bidang kesehatan; 
c) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung 
jawab di bidang pariwisata; 
d) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung 
jawab di bidang keamanan dan ketertiban; 
e) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya; 
f) Unsur Organisasi Keagamaan, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat .
140
 
Faktor lain yang juga menghambat efektivitas peraturan daerah ini 
adalah sumber daya manusia (SDM) pembentuk dan penegak peraturan 
yang terbatas. Ketidaksiapan SDM aparat pembentuk ini menyebabkan 
masalah serius seperti tidak terbentuknya peraturan Walikota terkait  
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 selama ini.  
e. Kondisi masyarakat    
Berdasarkan pantauan di lapangan dan hasil wawancara, peminat 
minuman keras kota Palangka Raya masih cukup tinggi dan hal ini 
menyebabkan banyak pula masyarakat yang ingin mengambil keuntungan 
besar dengan berjualan minuman keras. Berdasarkan hasil wawancara 
yang penulis peroleh pula, diketahui bahwa   para peminum  miras 
sesungguhnya mengetahui bahaya  meminum miras baik oplosan maupun 
tidak dan menjual serta membuat miras oplosan seperti  jenis tuak  bukan 
untuk upacara keagamaan melainkan untuk berusaha dan mendapatkan 
hasilnya tanpa bayar  pajak. Disisi lain,  adanya pengakuan  pemangku 
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jabatan bahwa memang peraturan daerah ini bermasalah dan harus 
dievaluasi namun,  upaya-upaya pembenahan ini ditentang pihak lain yang 
menginginkan keuntungan dari  lemahnya peraturan daerah tersebut.  Juga, 
adanya aparat yang mengambil keuntungan dengan menerima  intensif 
dari penjual yang nakal agar usahanya tetap aman.  
Kenyataan demikianlah adalah alasan penulis mengungkapkan bahwa 
keberadaan kesadaran hukum masyarakat kota Palangka Raya, baik 
penegak hukum juga digolongkan sebagai masyarakat dan masyarakat 
senyatanya selaku objek hukum  harus benar-benar  mengetahui tujuan 
terbentuknya hukum. Hukum tidak hanya memberi pengaturan yang 
bersifat memaksa namun, keberadaan hukum  adalah hasil kesepakatan 
nilai  yang diyakini kebenarannya bersama.  
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BAB VI  
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 selama ini belum efektif 
berjalan. Hal ini terjadi karena keberadaan Perda sendiri belum 
mampu mengkoordinir dan mengendalikan keberadaan Miras legal 
maupun ilegal. Keberadaan Perda ini juga minim kontribusi nyata 
dalam pengendalian peredaran Miras di kota Palangka Raya. 
Barometer tidak efektifnya Perda ini sendiri terlihat dari materi 
muatan atau substansi yang belum berpihak jelas terhadap upaya 
pengaturan keberadaan Miras di kota Palangka Raya.  
2. Faktor-faktor pendukung efektivitas Perda ini bisa dikatakan sangat 
kecil seperti masih adanya upaya dari pihak penegak untuk beritikad 
baik dalam melaksanakan tugasnya meskipun fasilitas dan saran 
prasarana pendukung sangat terbatas. Sementara faktor penghambat 
dari efektivitas Perda ini antara lain : Pertama, adanya 
miskomunikasi antar lembaga yang berwenang dalam melakukan 
penegakkan Perda. Kedua, Perda di buat tanpa ada kajian akademik 
berupa naskah akademik. Tidak adanya naskah akademik ini 
menyebabkan Perda Nomor 23 Tahun 2014 kering akan aspek 
sosiologis. Ketiga, rendahnya kesadaran hukum dan mentalitas 
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aparat penegak Perda dan masyarakat kota Palangka Raya 
menyebabkan Perda ini semakin sulit untuk di tegakkan.  
B. Saran 
Adapun saran dari hasil penelitian penulis: 
1. Bagi badan atau lembaga yang berwenang dalam merumuskan 
Rancangan peraturan daerah kota Palangka Raya mengembalikan 
tujuan pembentukan peraturan daerah kepada hakikat sesungguhnya 
adalah suatu keharusan. Melahirkan produk hukum yang bertujuan 
untuk menghilangkan haus dahaga para pencari keadilan sebagai 
interpretasi suara kedaulatan tertinggi di tangan masyarakat  
bukanlah perkara mudah. Namun demikian harus dilakukan 
menghindari aspirasi yang tak tertampung dalam produk hukum dan 
menjadi bah yang mencari jalannya sendiri demi keberhasilan 
mereka. Tak lupa sosialisasi keberadaan Perda adalah perihal yang 
mau tak mau dilakukan guna mencerdaskan dan melahirkan 
masyarakat yang sadar hukum dalam hal ini Perda itu sendiri.  
2. Bagi aparat penegak Perda adalah suatu tugas mulia dalam 
mengingat kesuksesan penerapan Perda ini di lapangan. Dan 
merupakan hal yang harus diapresiasi terhadap upaya penegakkan 
Perda selama ini dalam mengendalikan peredaran Miras di kota 
Palangka Raya. Adapun persoalan yang harus diperhatikan adalah 
dimana penulis mengutip istilah check and balance antara instansi 
penegak Perda yang masih sangat kurang. Maka, sudah sewajarnya 
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keinsfan atas khilaf yang terjadi saat ini di hilangkan.  “Errare 
humanum est, turpe in errore perseverare” yang berarti membuat 
kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk 
mempertahankan terus kekeliruan tersebut.  
3. Bagi masyarakat hendaknya untuk terus dan mengedepankan 
kebaikan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Sebagai 
masyarakat yang baik, negara ini menjamin hak-hak masyarakat 
yang tentu saja berimplikasi terhadap adanya kewajiban dan 
moralitas yang harus terus di pegang erat. Setidaknya perilaku taat 
kepada hukum adalah cerminan bahwa masyarakat dalam suatu 
wilayah merupakan masyarakat yang bermartabat dan beradab 
sebagai batu loncatan menuju masyarakat yang tertib dan sejahtera.  
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